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Dasar Hukum:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara
Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

2. Permendagri 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
Pengarustamaan Gender di Daerah,;

Penyusunan dokumen PPRG ini disusun sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden
Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan dan
Surat Edaran Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
BAPPENAS, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor: 270/M.PPN/11/2012,
Nomor: SE-33/MK.02/2012, Nomor: 050/4379A/SJ, Nomor. SE-46/MPP-PA/11/2011
tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui
Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).

Perencanaan Responsif Gender (PRG) dilakukan untuk menjamin keadilan dan

kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki dalam aspek akses, partisipasi, kontrol, dan
manfaat pembangunan.

Perencanaan ini dibuat dengan mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan
permasalahan dan pengalaman perempuan dan laki-laki, baik dalam proses
penyusunannya maupun dalam pelaksanaan kegiatan.

Perencanaan Responsif Gender diharapkan dapat menghasilkan Anggaran
Responsif Gender (ARG), di mana kebijakan pengalokasian anggaran disusun untuk
mengakomodasi kebutuhan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki.

Pada Tahun 2023 ada 3 (tiga) program, 15 (lima belas) kegiatan dan 48 (empat puluh
delapan) subkegiatan di Sekretariat Daerah sebagaimana dijelaskan di tabel 1,
dimana Rencana program, kegiatan dan subkegiatan di Sekretariat Daerah
Kabupaten Blitar Tahun 2023 berpedoman dan mengacu pada Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026. Untuk ARG disampaikan 10
(sepuluh) subkegiatan.
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Tabel 1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan di Sekretariat Daerah

Kabupaten Blitar Tahun 2023
NO PROGRAM/KEGIATAN PELAKSANA
L. Program Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah Kabupaten/ Kota
1.1 | Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan | Bagian Perencanaan dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Keuangan
1.1.1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
Daerah
1.2 | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat
Daerah
1.2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.2.2 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD
1.3 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Bagian Umum
1.3.1 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
1 3.2 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.3.3 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.3.4 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang Undangan
1.3.5 | Fasilitas Kunjungan Tamu
1.3.6 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD
1.3.7 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
1.4 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
1.4.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.4.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.4.3 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.5 | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.5.1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau Lapangan
1.5.2 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya
1.5.3 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan

Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau
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NO

PROGRAM/KEGIATAN

PELAKSANA

1.6

Kegiatan Fasilitasi
Sekretariat Daerah

Kerumahtanggaan

1.6.1

Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga
Kepala Daerah

1.6.2

Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil
Kepala Daerah

1.6.3

Penyediaan Kebutuhan
Sekretariat Daerah

Rumah Tangga

Bagian Umum

1.7

Kegiatan Penataan Organisasi

1.7.1

Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis

Jabatan

.72

Fasilitas Pelayanan Publik Dan Tata Laksana

1.7.3

Peningkatan Kinerja Dan Reformasi Birokrasi

Bagian Organisasi

1.8

Kegiatan  Pelaksanaan  Protokol dan

Komunikasi Pimpinan

1.8.1

Fasilitas Keprotokolan

1.8.2

Fasilitas Komunikasi Pimpinan

1.8.3

Pendokumentasian Tugas Pimpinan

Protokol
Komunikasi Pimpinan

Bagian dan

Program Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat

2.1

Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan

2.1.1

Penataan Administrasi Pemerintah

2.1.2

Pengelolaan Administrasi Kewilayahan

2.1.3

Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah

2.2

Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah

2.21

Fasilitas Kerja sama Dalam Negeri

222

Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri

223

Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama

Bagian Tata Pemerintahan

2.3

Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan
Kesejahteraan Rakyat

2.3.1

Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual

2.3.2

Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian
Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial

2.3.3

Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian
Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat

Bagian Kesra

2.4

Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

2.4.1

Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah

24.2

Fasilitas Bantuan Hukum

243

Pendokumentasian Produk Hukum dan
Pengelolaan Informasi Hukum

Bagian Hukum
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NO PROGRAM/KEGIATAN PELAKSANA

lll. | Program Perekonomian dan Pembangunan

3.1 | Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan | Bagian Perekonomian
Perekonomian

3.1.1 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan
Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD Dan
BLUD

3.1.2 | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian

3.1.3 | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi
Mikro Kecil

3.2 | Kegiatan Pelaksanaan Administrasi | Bagian Administrasi
Pembangunan Pembangunan

3.2.1 | Pengendalian dan Evaluasi Program
Pembangunan

3.2.2 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan
Pelaksanaan Pembangunan

3.3 | Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan | Bagian Pengadaan Barang
Jasa dan Jasa

3.3.1 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

3.3.2 | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara
Elektronik

3.3.3 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang
dan Jasa

3.4 | Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber | Bagian Perekonomian
Daya Alam

3.4.1 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi
Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan,
dan Perikanan

3.4.2 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi
Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan
Hidup

3.4.3 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi
Kebijakan Energi dan Air
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- ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ARG) SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2023

NO PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN ANGGARAN
— — S E— _____.._—.—.—d
1 Penunjang Urusan Pemerintah Perencanaan Penganggaran dan Evaluasl  |Penyusunan Dokumen Perencanaan Rp 119.529.600
Daerah Kabupaten/ Kota Kinerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah
2  |Penunjang Urusan Pemerintah Kegiatan Pemeliharaan Barang Millk Daerah |Pemeiiharaan /Rehabilitasl Gedung Kantor | Rp ~1.770.536.500
Daerah Kabupaten/ Kota Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah atau Bangunan Lainnya
3 |Penunjang Urusan Pemerintah Kegiatan Penataan Organisasl Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Rp  475.569.000
Daerah Kabupaten/ Kota Jabatan
4 Penunjang Urusan Pemerintah Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Faslliitasi Keprotokolan Rp 267.989.380
Daerah Kabupaten/ Kota Pimpinan
S Pemerintahan dan Kesejahteraan Administrasi Tata Pemerintahan Pengelclaan Administrasi Kewilayahan Rp 161.872.200
Rakyat
8 |Pemerintahan dan Kesejahteraan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Rp 1.001.882.237
Rakyat Rakyat
I 4 Pemerintahan dan Kesejahteraan Fasilitasi dan Koordinasl Hukum Pendokumentasian Produk Hukum dan Rp 488.326.750
Rakyat Pengelolaan Informasi Hukum
8 Perekonomian dan Pembangunan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Rp 583.878.000
Evaluasi Kebljakan Pengeloclaan BUMD dan
BLUD
8 Perekonomian dan Pembangunan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa |Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Rp 423.538.000
Barang dan Jasa
10 |Perekonomian dan Pembangunan Pelaksanaan Kebljakan Pembangunan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Rp 159.599.000
. Pelaksanaan Pembangunan
JUMLAH ARG Rp 5.452.620.667
Blitar, 23 Pebruari 2023
__SEKRETARIS DAERAH
o ;',T UPATEN BLITAR

. e
W LN :
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I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
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GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) TAHUN ANGGARAN 2023

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9
NG Isu Gender Kebljakan dan Rencana Kedepan PengukuranHasll
-| Kebljakan/Program/K Data -, -
Sebab Sebab Reformulasl
eglatan Tt P K “!:'ni;:':lrgm Kesenjangan Kesenjangan Tujuan RencanaAksl {mn m'lm.] Indikator Kinerja
Internal Eksternal Subkeglatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 | Visi Bupati Blitar: 1. Dasar Hukum: Akses: Belum adanya | Belum semua Tersusunnya Pendampingan | 1 dokumen yang | Outcome:
Terwujudnya - Perda No.2 Belum semua kesempatan bagi | dilibatkan dokumen LKJIP, penyusunan disusun dengan (Indikator
Kabupaten Blitar Yang Tahun 2021 bagian perampuan dalam proses RENJA, RKA, perencanaan melibatkan semua | Program)
Mandiri dan Sejahtera tentang RPJMD menyusun dalam penyusunan DPA, KA-P, DPPA | dan perencana di Persentase tingkat
Berlandaskan Akhlak Kab. Blitar 2021- perencanaan pereancanaan perencanaan dan terfasilitasinya | penganggaran seluruh Bagian capaian kinerja
Mulia (Baldatun, 2026 dan yang responsif | SAKIP dan responsif Sekretariat kegiatan pada
Thoyyibatun, - Keputusan penganggaran gender Reformasi gender Daerah program penunjan
Warobbun Ghoffur) Mendagri Nomor | responsif Birokrasi Setda urusan
050-370 Tahun gender yangresponsif pemerintahan
2. | Mendukung Misi 3 2020 tentang gender daerah (100%)
RPJMD: Hasil Verifikasi Partisipasi:
Pengoptimalan Kinerja dan Validasi Lebih kecilnya Qutput:
Pemerintah Yang Pemutakhiran partisipasi (Indikator
Akuntabel, Inovatif dan Klasifikasi, perempuan Keglatan)
Berintegritas Kodefikasi dan dalam Persentase
Nomenklatur perencanaan dokumen
3. | Kebljakan: Perencanaan perencanaan dan
Meningkatnya kinerja Pembangunan Kontrol: evaluasi kinerja
Penyelenggara urusan dan Keuangan Pengambilan perangkat daerah
bidang koordinasi Daerah yang keputusan yang tepat wakiu
bidang adminstrasi terdapat pada masih dan sesuai dengan
Peraturan didominasi laki- peraturan (100%)
4. | Program: Menteri Dalam laki
Penunjang urusan Negeri Nomor Output:
pemerintahan daerah 90 Tahun 2019 (Indikator Sub
kabupaten/kota tentangKlasifikasi Keglatan)
, Kodefikasi, dan Jumlah dokumen
Nomenkiatur perencanaan,
Perencanaan keuangandan |
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Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah § Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9
o e e Isu Gender Kebijakan dan Rencana Kedepan PengukuranHasll
ebljakan/Progra . _
Sebab Sebab Reformulasi
egiatan FamBER N K“ZI“:“ .n | Kesenjangan | Kesenjangan Tujuan RencanaAksi lm indikator Kinerja
ng Internal Eksternal Subkeglatan )
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kegiatan: Pembangunan Manfaat: evaluasi kinerja
Perencanaan, dan Keuangan Belum semua perangkat daerah
Penganggaran, dan Daerah manfaat  dari (9 dokumen)
Evaluasi Kinerja perencanaan
Perangkat Daerah 2.Dokumen yang dirasakan indikator Kinerja
disusun perempuan Aktifitas:
Sub Kegiatan: merupakan data Tersusunnya
Penyusunan dari 10 Bagian di perencanaan dan
Dokumen Sekretariat Daerah penganggaran
Perencanaan yang  responsif
Perangkat Daerah 3.Komposisi gender
perencana pada
Tujuan: Bagian di
Tersusunnya dokumen Sekretariat Daerah
LKJIP, RENJA, RKA, Kabupaten Blitar
DPA, KA-P, DPPA dan lebih banyak laki-
terfasilitasinya SAKIP laki daripada
dan Reformasi Birokrasi| perempuan,
Setda perbandingan 6:4
Indikator Sub
Keglatan :
Jumilah dokumen
Perangkat Daerah yang
disusun
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GENDER BUDGET STATEMENT (GBS) TA. 2023
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA
PERANGKAT Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar
DAERAH
TAHUN ANGGARAN| 2023
PROGRAM/ Program : Penunjang  Urusan  Pemerintahan  Daerah
KEGIATAN/ Kabupaten/Kota
SUBKEGIATAN/
TUJUAN Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
SUBKEGIATAN/ Kinerja Perangkat Daerah
INDIKATOR/
SASARAN Sub Kegiatan . Penyusunan Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah
Tujuan : Tersusunnya dokumen LKJIP, RENJA, RKA,
DPA, KA-P, DPPA dan terfasilitasinya SAKIP
dan Reformasi Birokrasi Setda
Indikator Sub :Jumlah dokumen Perangkat Daerah yang
Kegiatan disusun
Sasaran : Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar
KODE SUB 4.01.01.2.01.001
KEGIATAN
ANALISIS SITUASI Data Pembuka Wawasan:

Dasar Hukum:

1. Perda No.2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kab.Blitar 2021-2026

2. Keputusan Mendagri Nomor 050-370 Tahun 2020 tentang Hasil
Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
yang terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor
90 Tahun 2019 tentangKlasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Dokumen yang disusun merupakan data dari 10 Bagian di Sekretariat
Daerah

Komposisi perencana pada Bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten
Blitar lebih banyak laki-laki daripada perempuan, perbandingan 6:4

Faktor Kesenjangan Gender:

1. Akses:
Belum semua bagian menyusun perencanaan dan
penganggaran responsif gender

2. Partisipasi:
Lebih kecilnya partisipasi perempuan dalam perencanaan

3. Kontrol,
Pengambilan keputusan masih didominasi laki-laki

4. Manfaat:
Belum semua manfaat dari perencanaan dirasakan perempuan
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Sebab Kesenjangan Gender:
e Internal: Belum adanya kesempatan bagi perempuan dalam
perencanaan

e Eksternal: Belum semua dilibatkan dalam proses penyusunan
perencanaan yang responsif gender

CAPAIAN SUB Tolak Ukur : Tujuan Subkegiatan yang telah direformasi

KEGIATAN Tersusunnya dokumen LKJIP, RENJA, RKA, DPA, KA-P, DPPA dan
terfasilitasinya SAKIP dan Reformasi Birokrasi Setda yang responsif
gender
Indikator dan Target Kinerja

e Output Subkegiatan: Jumlah dokumen perencanaan, keuangan
dan evaluasi kinerja perangkat daerah (9 dokumen)

o Outcome Subkegiatan: Tersusunnya perencanaan dan
penganggaran yang responsif gender

JUMLAH Rp 119.529.600
ANGGARAN SUB
KEGIATAN
RENCANA AKSI Aktivitas Seksi Pendampingan penyusunan perencanaan dan
penganggaran responsif gender
Masukan/ Rp. 6.000.000
Input
Keluaran/ Tersedianya dokumen LKJIP, RENJA, RKA, DPA,
Ouput KA-P, DPPA dan terfasilitasinya SAKIP dan
Reformasi Birokrasi Setdayang responsif gender
Hasil/ 10 Bagian di Sekretariat Daerah telah menyusun
Outcome dokumen LKJIP, RENJA, RKA, DPA, KA-P, DPPA
dan memberikan kontribusi dalam penyusunan
SAKIP dan Reformasi Birokrasi Setda yang
responsif gender
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TERM OF REFERENCE (TOR) APBD TA. 2023
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Nama OPD :Sekretariat Daerah KabupatenBlitar
Tahun : 2023
1. | PROGRAM Penunjang Urusan Pemerintahan  Daerah
Kabupaten/Kota
2. | SASARAN PROGRAM Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar
3. | KEGIATAN Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
4. | SUB KEGIATAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
Daerah
5. | LATAR DASAR 1.Perda No. 2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kab
BELAKANG HUKUM Blitar Tahun 2021-2026

2. Keputusan Mendagri Nomor 050-370 Tahun 2020
tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan  Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah yang terdapat pada Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan  Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

Daerah

GAMBARAN | Dokumen yang disusun merupakan data dari 10
UMUM Bagian di Sekretariat Daerah

Komposisi perencana pada Bagian di Sekretariat
Daerah Kabupaten Blitar lebih banyak laki-laki
daripada perempuan, perbandingan 6:4

Akses :
Belum semua bagian menyusun perencanaan dan
penganggaran responsif gender

Partisipasi :
Lebih kecilnya partisipasi perempuan dalam
perencanaan
Kontrol :
Pengambilan keputusan masih didominasi laki-laki
Manfaat :
Belum semua manfaat dari perencanaan dirasakan
perempuan

6. | AKTIVITAS URAIAN 1. Penyusunan dokumen LKJIP, RENJA, RKA,

AKTIVITAS DPA, KA-P, DPPA

2. Kecukupan data dari masing-masing bagian
terkait dengan penilaian evaluasi SAKIP dari
Kementrian PAN & RB

3. Kecukupan kertas kerja evaluasi RB
Sekretariat daerah oleh Kementrian PAN &
RB
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INDIKATOR Indikator Subkeglatan:
KINERJA Jumlah dokumen perencanaan, keuangan dan
evaluasi kinerja perangkat daerah (9 dokumen)
Target kinerja:
Jumlah 9 dokumen
BATASAN FGD, Pendampingan
SUB
KEGIATAN
7. | MAKSUD DAN TUJUAN Tersusunnya dokumen LKJIP, RENJA, RKA, DPA,
RKA-P, DPPA dan terfasilitasinya SAKIP dan
Reformasi Birokrasi Setda yang responsif gender
8. | CARA PELAKSANAAN Swakelola
SUBKEGIATAN
9. | WAKTU, TEMPAT Pendampingan Penyusunan Perencanaan
PELAKSANAAN DAN STRATEGI | dan Penganggaran Responsif Gender
INTEGRASI GENDER PER
AKTIVITAS Integrasi Gender : Undangan peserta penyusunan
perencanaan dan penganggaran
responsif gender
mempertimbangkan
keseimbangan gender
Anggaran : Rp. 6.000.000
Tempat : Ruang Rapat Candi Penataran
Kantor Sekretariat Daerah Kab.
Blitar
Waktu - Triwulan |
Peserta . Sungram Pembantu 10 bagian
di Sekretariat Daerah
Pelaksana . Bagian Perencanaan
danKeuangan
Aktivitas : Rp 110.529.600
Pendukung
10. | PELAKSANA DAN Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan
PENANGGUNG JAWAB
SUBKEGIATAN
11. | JADWAL Januari - Desember 2023
12. | BIAYA Rp 119.529.600
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GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) TAHUN ANGGARAN 2023
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

La h1
Nama M- S | — L T e
No.| Kebijakan/Program/ Data Faktor Sebab Sebab el g g m" nerja
Reformasi Rencana Aksl
Keglatan Pembuka Wawasan Kesenjangan Hﬂrutl;hn?ln Hmnjlnglln Tujuan [%::E"n: indl e
nterna terna
1. | Visl Bupatl Blitar: | 1. Dasar Hukum: Akses : Pengelolaan - Belum P haraa Dutcom
Terwujudnya - Perda No.2 Gedung kantor kegiatan belum adan :J:imhr:::“ ::maliharaan i " ?n:lllu .
Kabupaten Blitar Tahun 2021 belum responsif i3 | L s pulont Il'-"r-:'g -
Y. Maiid dun e : aturan dari rumah jabatan | Gedung- gedung kantor, ram):
ang tang RPJMD dimanfaatkan gender terhadap Persentase tingkat
Sejahtera Kab.Blitar 2021- | sepenuhnya oleh | kebutuhan pusstyang |dan  gedung | Bangunan yang digunakan | o oian ki
Berlandaskan Akhlak | 2026 pejabat daerah, | fasilitas kerja menekankan | kantor  yang | Gedung Tempat | laki-laki 164 kegiatan pﬁﬁ'
Mulia (Baldatun, | - Keputusan karyawan dan yang layak bagi pentingnya responsif Kerja - Bangunan | Perempuan 78. program Penunja
m; 3 mnTEhmm masyarakat. rari:.rawan laki- pemenuhan gender Gedung Kantor: Urusan B
hoffu un aki dan araan Pemeliharaan
2020 tentang Partisipasl : perempuan: m;n :rr;"ﬁa S - Em' a : E:::er:ltahan
2. | Mendukung Misi 3 Hasil Verifikasi Perempuan, 9 oyt by H:ahm ten/Kota:
RPJMD: dan Validasi penyandang -Masih terdapat | 9ender sngsImgan gedung kantor | Playground Sisi | {500 P8 '
Pengoptimalan Pemutakhiran | disabilitas, anak- | toilet gedung kantor. kerfja  yang Barat dan Timur
Kinerja Pemerintah Klasifikasi, anak dan lansia kantor yang : bersih dan | 2. Kamar Mandi | yang sering Output
Yang Akuntabel, Kodefikasi dan belum dapat mempunyai 1 - Pengalokasian | nyaman  bagi | Playground Sisi | gigunakan (Indlkator
Inovatif dan Nomenklatur memanfaatkan pintu utama, penambahan | yaryawan untuk | Baratdan Timur | masvarakat laki- | Keglatan):
Berintegritas Perencanaan gedung kantor. meskipun sudah ruangan meningkatkan laki, perem P:r.;unta:n Ba
Pembangunan terpisah antara responsif kine 3. Pemeliharaan ' i Milik Daerah g
3. | Kebijakan: dan Keuangan Kontrol : toilet laki-laki gender a. ad naq ata ""“""’.“’"“‘J Penunjang Urusa
Meningkatnya kinerja Daerah yang Terbatasnya dan perempuan. balum ada i g o g Pemen taghan j
Penyelenggara terdapat pada pelibatan e it ansk dun lencle. mafn;ndalam
urusan bidang Peraturan perempuan dalam | - Fasilitas - Kurangn (Gedung kondisi baik: 100%
koordinasi bidang Menteri Dalam pengambilan tempat ibadah iy Bertingkat) 3. Pemeliharaan
adminstrasi Negeri Nomor keputusan. yang belum pemanaman Cleaning Service | gan perawatan | Output
90 Tahun 2019 memenuhi masing- Setda oduna ken (Indikato
4. | Kebijakan: tentangKlasifikasi | Manfaat : standar masing sub T Hmr,,u- Subk |:un :
Meningkatnya kinerja . Kodefikasi, dan | Penggunaan kebutuhan laki- bagian 4. Pemelih \eniyg .ll.n1'|!r.'|ml'\1ﬂ L
penyelenggara Nomenkiatur fasilitas gedung laki dan terhadap el seen. | ruang Pimpinan I-:antnrdgaﬂd ~
urusan lingkup Perencanaan kantor masih perempuan. keterkaitan Gedung atau daerah, toilet ba nnnnhkm
:gu:?inaﬁi bidang Pembangunan belum dapat tugas dan {Bé:gunaréd taki-iaki dan !‘-’lﬂngu =
ministrasi dan Keuangan dimanfaatkan - Belum ung tidak perempuan irehabi
Daerah secara optimal tersedianya ngsinys bertingkat) s ﬂ:rﬂhamm )
oleh kaum smoking area. danaan - S ——
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Program :
Penunjang Urusan
Pemerintahan

Daerah
Kabupaten/Kota
Keglatan :
Pemeliharaan
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan

Pemerintahan
Daerah

Sub Kegiatan:
Pemeliharaan/Rehab
ilitasi Gedung Kantor
atau Bangunan
Lainnya

Tujuan Sub

Kegiatan:
Terpeliharanya
gedung kantor atau
bangunan lainnya

Sasaran:

Pejabat Daerah
(KDH/WKDH, Kepala
OPD dan Camat se-
Kab. Blitar),

Semua karyawan
Sekretariat Daerah,

Masyarakat

2. Jumiah semua
karyawan (Pejabat
eselon 4, staf ASN
dan THL) Setda:
172 orang ,dengan
rincian:

Laki-laki: 101

orang, Perempuan:

71 orang.

3. Dari jumiah
Pimpinan Daerah,
Kepala OPD,
Camat dan
karyawan Setda
tersebut yang
berusia:
>50 : 45 orang,
<50 : 197 orang.

4. Kunjungan tamu
dan masyarakat
termasuk
perempuan,
disabilitas, anak-
anak dan lansia
yang datang ke
kantor Setda.
Jumilah kunjungan
ke kantor Sekda:
Laki-laki: 501

orang, Perempuan:

110 orang, Lansia:
4 prang,
Disabilitas: -
orang.

disabilitas dan
lansia.

- Rendahnya
kesadaran
pengguna
fasilitas gedung
kantor dalam
menjaga
kebersihan dan
kenyamanan
lingkungan
kerja.

program yang
responsif

Rumdin Sekda
dan wisma Muradi

4. Pemeliharaan
Gedung atau
Bangunan
(Gedung tidak
bertingkat)
Pemeliharaan
Rumdin Sekda
dan wisma Muradi

Indikator Kinerja

Terpeliharanya lift
bangunan gedung
kantor.
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GENDER BUDGET STATEMENT (GBS) TA. 2023
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA
PERANGKAT Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar
DAERAH
TAHUN 2023
ANGGARAN
PROGRAM/ Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
KEGIATAN/ Kabupaten/Kota
SUBKEGIATAN/
TUJUAN Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
SUBKEGIATAN/ Urusan Pemerintahan Daerah
INDIKATOR/
SASARAN Sub Kegiatan  : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
Tujuan : Terpeliharanya gedung kantor atau bangunan
lainnya
Indikator Sub : Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya
Kegiatan yang dipelihara/direhabilitasi
Sasaran : Pejabat Daerah (KDH/WKDH, Kepala OPD dan|
Camat se-Kab. Blitar), Semua karyawan|
Sekretariat Daerah, dan Masyarakat
KODE SUB 4.01.01.2.09.09
KEGIATAN

ANALISIS SITUASI| Data Pembuka Wawasan:
Dasar Hukum:
1. Perda No.2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kab.Blitar 2021-2026
2. Keputusan Mendagri Nomor 050-370 Tahun 2020 tentang Hasil
Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah yang terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 90 Tahun 2019 tentangKlasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah

1 Kepala Daerah (Perempuan) dan 1 Wakil Kepala Daerah (Laki-lak i)

Pejabat Daerah se-Kab. Blitar, terdiri: 1 Sekda, 3 Asisten, 3 Staf Ahli,
29 Kepala OPD, 22 Camat, 10 Kepala Bagian) dengan perincian Laki-
laki 62 orang dan Perempuan 6 orang.

Jumlah semua karyawan (Pejabat eselon 4, staf ASN dan THL)
Setda: 172 orang , dengan rincian: Laki-laki: 101 orang, Perempuan:
72 orang.

Dari jumlah Pimpinan Daerah, Kepala OPD, Camat dan karyawan
Setda tersebut yang berusia; >50 : 45 orang, <50 : 197 orang.

Kunjungan tamu dan masyarakat termasuk perempuan, disabilitas,
anak-anak dan lansia yang datang ke kantor Setda.

Jumlah kunjungan ke kantor Sekda: Laki-laki: 501 orang, Perempuan:
110 orang, Lansia: 4 orang, Disabilitas: - orang.
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Faktor Kesenjangan Gender:

1. Akses: Gedung kantor belum dimanfaatkan sepenuhnya oleh
pejabat daerah, karya wan dan masyarakat.

2. Partisipasi: Perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak
dan lansia belum dapat me manfaatkan gedung kantor.

3. Kontrol: Terbatasnya pelibatan perempuan dalam pengambilan
keputusan.

4. Manfaat: Penggunaan fasilitas gedung kantor masih belum
dapat dimanfaatkan oleh kaum disabilitas dan lansia.

Sebab Kesenjangan Gender:
e Internal:
Pengelolaan kegiatan belum responsif gender terhadap
kebutuhan fasilitas kerja yang layak bagi karyawan laki-laki dan
perempuan:

Masih terdapat toilet gedung kantor yang mempunyai 1
pintu utama, meskipun sudah terpisah antara toilet laki-laki
dan perempuan.

Fasilitas tempat ibadah yang belum memenuhi standar
kebutuhan laki-laki dan perempuan.

Belum tersedianya smoking area.

Rendahnya kesadaran pengguna fasilitas gedung kantor
dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan
kerja.

e Eksternal:

Belum adanya aturan dari pusat yang menekankan
pentingnya pemenuhan kebutuhan responsif gender
kantor.

Pengalokasian penambahan ruangan responsif gender
belum ada.

Kurangnya pemahaman masing-masing sub bagian
terhadap keterkaitan tugas dan fungsinya dengan program
yang responsif gender

CAPAIAN SUB
KEGIATAN

Tolak Ukur : Tujuan Subkegiatan yang telah direformasi

Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan dan gedung kantor yang
responsif gender sehingga tercipta lingkungan kerja yang bersih dan
nyaman bagi karyawan untuk meningkatkan kinerja.

Indikator dan Target Kinerja
e Output Subkegiatan: Jumlah gedung kantor dan bangunan
lainnya yang dipelihara/direhabilitasi
¢ QOutcome Subkegiatan:

1.
2.

3.

4.

Terpeliharanya lift bangunan gedung kantor
Terpeliharanya Kamar Mandi Playground Sisi Barat dan
Timur

Terpeliharanya bangunan gedung kantor (cleaning service
ruang Pimpinan daerah, toilet laki-laki dan perempuan)
Terpeliharanya rumah jabatan (Rumah dinas Sekda dan
Wisma Muradi).

JUMLAH
ANGGARAN SUB
KEGIATAN

Rp 1.770.536.500

RENCANA AKSI

Aktivitas Seksi 1. Pemeliharaan Lift Bangunan Gedung Kantor

Masukan/
Input

Rp 54.330.000

Keluaran/
Ouput

Terpeliharanya lift bangunan gedung kantor
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Hasil/

Gedung kantor yang terpelihara dengan baik

Outcome

Aktivitas Seksi 2. Pemeliharaan Kamar Mandi Playground Sisi
Barat dan Timur

Masukan/ Rp 100.000.000

Input

Keluaran/ Terpeliharanya Kamar Mandi Playground Sisi

Ouput Barat dan Timur

Hasil/ Kamar Mandi Playground Sisi Barat dan Timur

Outcome yang terpelihara dengan baik

Aktivitas Seksi 3. Pemeliharaan Gedung atau Bangunan
(Gedung Tidak Bertingkat) Cleaning Service
Setda

Masukan/ Rp 199.724.000

Input

Keluaran/ Terpeliharanya bangunan gedung kantor

Ouput (cleaning service ruang Pimpinan daerah, toilet

laki-laki dan perempuan)

Hasil/ Gedung kantor yang terpelihara dengan baik.

QOutcome

Aktivitas Seksi 4. Pemeliharaan Gedung atau Bangunan
(Gedung Tidak Bertingkat) Pemeliharaan
Rumdin Sekda dan Wisma Muradi

Masukan/ Rp.49.980.000,-

Input

Keluaran/ Terpeliharanya rumah jabatan (Rumah dinas

Ouput Sekda dan Wisma Muradi).

Hasil/ Rumah jabatan (Rumdin Sekda dan Wisma

Outcome Muradi) yang terpelihara dengan baik.
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TERM OF REFERENCE (TOR) APBD TA. 2023
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Nama OPD : Sekretariat Daerah KabupatenBlitar
Tahun : 2023
1. | PROGRAM Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
2. | SASARAN PROGRAM Tingkat capaian kinerja kegiatan pada program
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
3. | KEGIATAN Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
4. | SUB KEGIATAN Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
5. | LATAR DASAR 1.Perda No. 2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kab Blitar
BELAKANG HUKUM Tahun 2021-2026
2.Keputusan Mendagri Nomor 050-370 Tahun 2020
tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah yang terdapat
pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah
GAMBARAN |1 Kepala Daerah (Perempuan) dan 1 Wakil Kepala
UMUM Daerah (Laki-laki)

Pejabat Daerah se-Kab. Blitar, terdiri: 1 Sekda, 3
Asisten, 3 Staf Ahli, 29 Kepala OPD, 22 Camat, 10
Kepala Bagian) dengan perincian Laki-laki 62 orang dan
Perempuan 6 orang.

Jumlah semua karyawan (Pejabat eselon 4, staf ASN
dan THL) Setda: 172 orang , dengan rincian: Laki-laki:
101 orang, Perempuan: 72 orang.

Dari jumlah Pimpinan Daerah, Kepala OPD, Camat dan
karyawan Setda tersebut yang berusia: >50 : 45 orang,
<50 : 197 orang.

Kunjungan tamu dan masyarakat termasuk perempuan,
disabilitas, anak-anak dan lansia yang datang ke kantor
Setda.

Jumlah kunjungan ke kantor Sekda: Laki-laki: 501
orang, Perempuan: 110 orang, Lansia: 4 orang,
Disabilitas: - orang.

Akses:
Gedung kantor belum dimanfaatkan sepenuhnya oleh
pejabat daerah, karyawan dan masyarakat.
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Partisipasi:
Perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak dan
lansia belum dapat memanfaatkan gedung kantor.
Kontrol:
Terbatasnya pelibatan perempuan dalam pengambilan
keputusan.
Manfaat:
Penggunaan fasilitas gedung kantor masih belum dapat
dimanfaatkan secara optimal oleh kaum disabilitas dan
lansia.
AKTIVITAS URAIAN 1. Pemeliharaan lift bangunan gedung kantor.
AKTIVITAS 2. Pemeliharaan kamar mandi Playground Sisi Barat
dan Timur.
3. Pemeliharaan dan perawatan gedung kantor
(cleaning service ruang Pimpinan daerah, toilet laki-
laki dan perempuan).
4. Pemeliharaan gedung atau bangunan (gedung tidak
bertingkat) Pemeliharaan Rumdin Sekda dan Wisma
Muradi.
INDIKATOR Indikator Subkegiatan:
KINERJA Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang
dipelihara/direhabilitasi
Target Kinerja:
1. Terpeliharanya lift bangunan gedung kantor
2. Terpeliharanya Kamar Mandi Playground Sisi Barat
dan Timur
3. Terpeliharanya bangunan gedung kantor (cleaning
service ruang Pimpinan daerah, toilet laki-laki dan
perempuan)
4. Terpeliharanya rumah jabatan (Rumah dinas Sekda
dan Wisma Muradi).
BATASAN Pengadaan Langsung
SUB
KEGIATAN
MAKSUD DAN TUJUAN Terpeliharanya rumah jabatan dan gedung kantor yang
responsif gender secara berkala
CARA PELAKSANAAN Kontrak
SUBKEGIATAN
WAKTU, TEMPAT 1. Pemeliharaan Lift Bangunan Gedung Kantor
PELAKSANAAN DAN STRATEGI
INTEGRASI GENDER PER Integrasi Gender : Ditangani secara kolaborasi
AKTIVITAS

Anggaran : Rp 54.330.000

Tempat . Kantor Sekretariat Daerah
Kabupaten Blitar

Waktu : Triwulan |l

Pelaksana : Rekanan (Pihak ketiga)
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2. Pemeliharaan Kamar Mandi Playground Sisij
Barat dan Timur

Integrasi Gender : Ditangani secara kolaborasi

Anggaran : Rp 100.000.000

Tempat : Playground Barat dan Timur Kantor
Sekretariat Daerah Kabupaten
Blitar

Waktu : Triwulan Il

Pelaksana : Rekanan (Pihak ketiga)

3. Pemeliharaan Gedung atau Bangunan (Gedung
Tidak Bertingkat) Cleaning Service Setda

Integrasi Gender : Ditangani secara kolaborasi

Anggaran : Rp 199.724.000

Tempat . Kantor Sekretariat Daerah
Kabupaten Blitar

Waktu . Triwulan I-IV

Pelaksana : Rekanan (Pihak ketiga)

4. Pemeliharaan Gedung atau Bangunan (Gedung
Tidak Bertingkat) Pemeliharaan Rumdin Sekda
dan Wisma Muradi

Integrasi Gender : Ditangani secara kolaborasi

Anggaran : Rp 49.980.000

Tempat : Rumdin Sekda dan Wisma Muradi
Kota Blitar

Waktu - Triwulan Il

Pelaksana : Rekanan (Pihak ketiga)

Aktivitas : Rp 1.366.502.500
Pendukung

10.

PELAKSANA DAN
PENANGGUNG JAWAB SUB
KEGIATAN

Pelaksana sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya adalah Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
Penanggung jawab kegiatan adalah Kepala Bagian
Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar.

11.

JADWAL

Januari - Desember 2023

12.

BIAYA

Rp 1.770.536.500
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GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) TAHUN ANGGARAN 2023
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9
Isu Gender Kebijakan dan RencanaKedepan Pengukuran Hasil
No. | Kebijakan/Program/ Data
Sehahi(mnj Database
Kegiatan PembukaWawasan | FaktorKesenja | SebabKesenja ReformulasiTuj nerja
ngan ngan Internal ungu:ﬂElh:tEr uan RopcasmAkel (Base-line) B
1 2 3 4 5 -1 7 8 9
1. Visi BupatiBlitar: 1. Dasar Hukum: Akses: Dokumen Tindak lanjut Tersusunnya + Memberikan + Pemerintah Outcome
Terwujudnya - Perda No.2 Tahun | Fasilitasi Anjab ABK | perubahan dokumen Anjab | pendampingan Kabupaten (Indikator
Kabupaten Blitar 2021 tentang penyusunan yang belum | SOTK pada ABK Selda, | kepada Selda, Blitar terdiri dari | Program):
Yang Mandiri dan RPJMD Kab.Blitar | Anjab dan responsif Setda, Setwan, Setwan, 52 Perangkat Persentase tingkat
Sejahlera 2021-2026 ABK Setda, gender Satwan, Inspektorat, Inspektorat, Daerah. capaian kinerja
Berlandaskan Akhlak | - Keputusan Setwan, Inspektorat, Badan dan | Badan dan kegiatan pada
Mulia (Baldatun, MendagriNomor Inspeklorat, Badan dan Dinas di | Dinas terkait | « 52 Perangkat program penunjang
Thoyyibatun, 050-370 Tahun Badan dan Dinas Pemerintah prosedur Daerah terdin Urusan
Warobbun Ghoffur) 2020 tentang Dinas pada Kabupaten Blitar | penyusunan dari 30 Setda, Pemerintahan
Hasil Verifikasi jabatan yang responsive | Anjab ABK Setwan, Daerah
2. | Mendukung Misi 3 dan Validasi Sekda, gender yang Inspektorat, Kabupaten/Kota
RPJMD: Pemutakhiran Sekwan, responsive Badan dan
Pengoptimalan Klasifikasi, Inspektur, gender Dinas, dan22 | Output
Kinerja Pemerintah Kodefikasi dan Kaban dan Kecamatan. (IndikatorKegiata
Yang Akuntabel, Nomen klatur Kadin masih » RekonAnjab n):
inovatif dan Perencanaan banyak ABK  Selda, | « Jumlah ASN Persentase
Berintegritas Pembangunan diampu oleh Setwan, laki-laki di perangkal daerah
dan Keuangan laki-laki Inspaktorat, Pemkab Blitar yang memiliki
3. | Kebijakan: Daerah yang Badan dan | sebanyak 3435 | organisasi tepat
Meningkatnya kinerja terdapat pada Partisipasi: Dinas dengan fungsi dan tepat
Penyelenggara Peraturan Menteri Partisipasi Bagian e Jumiah ASN ukuran
urusan bidang Dalam Negeri laki-laki masih Organisasi perempuan di
keordinasi bidang Nomor lebih besar yang Pemkab Blitar
adminstrasi 80 Tahun 2018 pada jabatan responsive sebanyak 5974 | Output
tentang Sekda, gender (Indikator
4. | Program: Klasifikasi, Sekwan, Jumiah ASN Subkegiatan):
Penunjang urusan Kodefikasi, dan Inspektur, . LaLll‘-u e Jumiah dokumen
pemerintahan daerah |  Nomen klatur Kaban dan ik js“b“‘ﬂ“ pengelolaan
kabupaten/kola Perencanaan Kadin di | Achs Slowan, kelembagaan dan
[Kota Pembangunan Setda, iy gopao analisis jabatan
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[ Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9
" Isu Gender Kebijakan dan RencanaKedepan Pengukuran Hasil
0. | Kebijakan/Program/ Data SebabKesen]
Kegiatan PembukaWawasan | FaktorKesenja | SebabKesenja ReformulasiTuj Database Kaiior Inadia
ngan ngan Internal mﬂ'ﬁh‘"r uan RencanaAksi (Base-line) -
1 2 3 4 5 6 7 8 9
dan Keuangan Setwan, Kadin di Setda,
5. | Kegiatan Daerah Inspektorat, Setwan, IndikatorAktifitas:
Penataan Organisasi Badan dan inspektorat, + Persentase
2. Pemerintah Dinas Badan dan pemahaman
6. | Sub Kegiatan Kabupaten Blitar Dinas sebanyak Setda, Setwan,
Pengelolaan terdin dan 52 Kontrol: 23 Inspekiorat,
Kelembagaan dan Perangkat Pembuat Badan dan Dinas
Analisis Jabatan Daerah keputusan Jumiah ASN terhadap
pada jabatan perempuan prosedur
7. | Tujuan Sub 3. 52 Perangkat Sekda, jabatan Sekda, penyusunan
Kegiatan Daerah terdiri dari | Sekwan, Selowan, Anjab ABK yang
Tersusunnya 30 Setda, Inspektur, Inspektur, responsive
dokumen Setwan, Kaban dan Kaban dan gender
kelembagaan dan Inspektorat, Kadin di Kadin di Setda, | » Jumlah laporan
analisis jabatan Badan dan Dinas, Setda, Setwan, hasil rekon Anjab
dan 22 Setwan, Inspektorat, ABK Setda,
B. | Sasaran Kecamatan. Inspektorat, Badan dan Setwan,
Pemerintah Badan dan Dinas sebanyak Inspektorat,
Kabupaten Blitar 4. Jumilah ASN laki- Dinas di 3 Badan dan Dinas
laki di Pemkab dominasi oleh dengan !’-'-awm
Blitar sebanyak laki-laki Memberikan Organisasi yang
3435 ; responsive
Manfaat: ﬂp&ﬁnﬂw gender
5. Jumlah ASN Penerima Setwan,
perempuan di manfaat pada Inspektorat,
Pemkab Blitar jabatan Badan dan
sebanyak 5974 Sekda, Dinas terkait
Sekwan, prosedur
6. Jumiah ASN laki- | oSPeKiLn penyusunan
laki jabatan Kadin di Anjab ABK yang
Sekda, Sekwan, Setda responsive
Inspektur, Kaban Sabien gender
dan Kadindi | ktorat
Setda, Setwan, e e
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[ Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah & Langkah 7 Langkah 8 Langkah® |
Isu Gender Kebijakan dan RencanaKedepan Pengukuran Hasil
No. Hablj:{ mi Program/ - Dﬂb‘:nm SebabKesen; <
egiatan mbuka n | FaktorKesenja | SebabKesenja ReformulasiTuj . scator Kinerts
ngan ngan Internal mga:flhtar uan Rencanaiks) (Base-line) s
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Inspektorat, Badan dan « Rekon Anjab
Badan dan Dinas Dinas masih ABK Setda,
sebanyak 23 dirasakan oleh Setwan,
laki-laks Inspektorat,

. Jumiah ASN Badan dan
perempuan Dinas dengan
jabatan Sekda, Bagian
Sekwan, Organisasi yang
Inspektur, Kaban responsive
dan Kadin di gender
Setda,
Setwan, Inspektor
al, Badan dan
Dinas sebanyak 3

Dipindai dengan CamScanner



GENDER BUDGET STATEMENT (GBS) TA. 2023
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA
- PERANGKAT Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar
DAERAH
" TAHUN 2023
ANGGARAN
PROGRAM/ Program :Penunjang Urusan  Pemerintahan  Daerah
KEGIATAN/ Kabupaten/Kota
SUBKEGIATAN/
TUJUAN Kegiatan : Penataan Organisasi
SUBKEGIATAN/
INDIKATOR/ Sub Kegiatan - Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
SASARAN
Tujuan : Tersusunnya dokumen kelembagaan dan analisis
jabatan
Indikator Sub :Jumlah dokumen pengelolaan kelembagaan dan
Kegiatan analisis jabatan
Sasaran : Pemerintah Kabupaten Blitar
KODE SUB 4.01.01.2.13.001
KEGIATAN

ANALISIS SITUASI | Data Pembuka Wawasan:
Dasar Hukum:
1. Perda No.2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kab.Blitar 2021-2026
2. Keputusan Mendagri Nomor 050-370 Tahun 2020 tentang Hasil
Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
yang terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
90 Tahun 2019 tentangKlasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenkiatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Pemerintah Kabupaten Blitar terdiri dari 52 Perangkat Daerah

52 Perangkat Daerah terdiri dari 30 Setda, Setwan, Inspektorat, Badan
dan Dinas, dan 22 Kecamatan.

Jumlah ASN laki-laki di Pemkab Blitar sebanyak 3435
Jumlah ASN perempuan di Pemkab Blitar sebanyak 5974

Jumlah ASN laki-laki jabatan Sekda, Sekwan, Inspektur, Kaban dan
Kadin di Setda, Setwan, Inspektorat, Badan dan Dinas sebanyak 23

Jumlah ASN perempuan jabatan Sekda, Sekwan, Inspektur, Kaban dan
Kadin di Setda, Setwan,Inspektorat, Badan dan Dinas sebanyak 3

FaktorKesenjangan Gender:

1. Akses:
Fasilitasi penyusunan Anjab dan ABK Setda, Setwan, Inspektorat,
Badan dan Dinas pada jabatan Sekda, Sekwan, Inspektur, Kaban
dan Kadin masih banyak diampu oleh laki-laki

2. Partisipasi:

Partisipasi laki-laki masih lebih besar pada jabatan Sekda, Sekwan,
Inspektur, Kaban dan Kadin di Setda, Setwan, Inspektorat,
Badan dan Dinas
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3. Kontrol;
Pembuat keputusan pada jabatan Sekda, Sekwan, Inspekiur,
Kaban dan Kadin di Setda, Setwan, Inspektorat, Badan dan

Dinas didominasi oleh laki-laki
4. Manfaat:

Penerima manfaat pada jabatan Sekda, Sekwan, Inapektur.JKaban dqn
Kadin di Setda, Setwan, Inspektorat, Badan dan Dinas masih
dirasakan oleh laki-laki

Sebab Kesenjangan Gender:
* Internal: Dokumen Anjab ABK yang belum responsif gender
» Ekstemal: Tindak lanjut perubahan SOTK pada Setda, Setwan,
Inspektorat, Badan dan Dinas

“CAPAIAN SUB Tolak Ukur : Tujuan Subkegiatan yang telah direformasi
KEGIATAN Tersusunnya dokumen Anjab ABK Setda, Setwan, Inspektorat, Badan
dan Dinas di Pemerintah Kabupaten Blitar yang responsive gender

Indikator dan Target Kinerja
* Output Subkegiatan: Jumlah dokumen pengelolaan kelembagaan
dan analisis jabatan *
» Outcome Subkegiatan: Persentase tingkat capaian kinerja
kegiatan pada program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota
JUMLAH Rp 475.469.000
ANGGARAN SUB
KEGIATAN
RENCANA AKSI Aktivitas Seksi PenyusunanDokumen Anjab ABK
Masukan/ Rp. 95.668.569
Input
Keluaran/ - Persentase = pemahaman  Setda, Setwan,
Ouput Inspektorat, Badan dan Dinas terhadap prosedur

penyusunan Anjab ABK yang responsive gender

- Jumlah laporan hasil rekon Anjab ABK Setda,
Setwan, Inspektorat, Badan dan Dinas dengan
Bagian Organisasi yang responsive gender

Hasil/ Dokumen Anjab ABK Setda, Setwan, Inspektorat,
Outcome Badan dan Dinas yang responsive gender
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TERM OF REFERENCE (TOR) APBD TA. 2023
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Nama OPD  : Sekretariat Daerah KabupatenBlitar
Tahun : 2023
1. | PROGRAM Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
2. | SASARAN PROGRAM Pemerintah Kabupaten Blitar
3. | KEGIATAN Penataan Organisasi
4. | SUB KEGIATAN Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
5. | LATAR DASAR 1.Perda No. 2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kab Blitar
BELAKANG HUKUM Tahun 2021-2026

2. Keputusan Mendagri Nomor 050-370 Tahun 2020
tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah yang terdapat
pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah

GAMBARAN
UMUM

Pemerintah Kabupaten Blitar terdiri dan 52 Perangkat
Daerah

52 Perangkat Daerah terdiri dari 30 Setda, Setwan,
Inspektorat, Badan dan Dinas, dan 22 Kecamatan.

Jumlah ASN laki-laki di Pemkab Blitar sebanyak 3435

Jumlah ASN perempuan di Pemkab Blitar sebanyak
5974

Jumlah ASN laki-laki jabatan Sekda, Sekwan, Inspektur,
Kaban dan Kadin di Setda, Setwan, Inspektorat, Badan
dan Dinas sebanyak 23

Jumlah ASN perempuan jabatan Sekda, Sekwan,
Inspektur, Kaban dan Kadin di Setda,
Setwan, Inspektorat, Badan dan Dinas sebanyak 3

Akses:

Fasilitasi penyusunan Anjab dan ABK Setda, Setwan,
Inspektorat, Badan dan Dinas pada jabatan Sekda,
Sekwan, Inspektur, Kaban dan Kadin masih banyak
diampu oleh laki-laki

Partisipasi:

Partisipasi laki-laki masih lebih besar pada jabatan
Sekda, Sekwan, Inspektur, Kaban dan Kadin di Setda,
Setwan, Inspektorat, Badan dan Dinas

Kontrol:

Pembuat keputusan pada jabatan Sekda, Sekwan,
Inspektur, Kaban dan Kadin di Setda, Setwan,
Inspektorat, Badan dan Dinas didominasi oleh laki-laki
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Manfaat:

Penerima manfaat pada jabatan Sekda, Sekwan,
Inspektur, Kaban dan Kadin di Setda, Setwan,
Inspektorat, Badan dan Dinas masih dirasakan oleh laki-

laki

AKTIVITAS URAIAN
AKTIVITAS

1. Memberikan pendampingan kepada Setda, Setwan,
Inspektorat, Badan dan Dinas terkait prosedur
penyusunan Anjab ABK yang responsive gender

2. Rekon Anjab ABK Setda, Setwan, Inspektorat, Badan
dan Dinas dengan Bagian Organisasi yang
responsive gender

INDIKATOR
KINERJA

indikatnr Subkegiatan:
Jumlah dokumen pengelolaan kelembagaan dan
analisis jabatan

Target Kinerja:
Persentase perangkat daerah yang memiliki organisasi
tepat fungsi dan tepat ukuran

BATASAN
SUB

KEGIATAN

Sosialisasi, Pengisian Formulir Anjab ABK, Croscheck
Data

MAKSUD DAN TUJUAN

Tersusunnya dokumen Anjab ABK Setda, Setwan,
Inspektorat, Badan dan Dinas di Pemerintah Kabupaten
Blitar

CARA PELAKSANAAN
SUBKEGIATAN

Kontrak SPK

WAKTU, TEMPAT
PELAKSANAAN DAN STRATEGI
INTEGRASI GENDER PER
AKTIVITAS

Penyusunan Dokumen Anjab ABK

Integrasi Gender : Memberikan pendampingan tanpa
membedakan gender

Anggaran : Rp . 95.668.569

Tempat . Sekretariat Daerah Kabupaten
Blitar

Waktu - Trniwulan | dan |l

Peserta . Setda, Setwan, Inspektorat,
Seluruh Badan dan Seluruh Dinas
di Pemerintah Kabupaten Blitar

Pelaksana . Bagian Organisasi dan
PT. Pradana Utama Konsulindo

Aktivitas . Rp 379.800.431
Pendukung

10.

PELAKSANA DAN
PENANGGUNG JAWAB SUB

KEGIATAN

Kepala Bagian Organisasi

i 1

JADWAL

Januari - Desember 2023

12.

BIAYA

Rp 475.469.000
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GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) TAHUN ANGGARAN 2023
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

Langkah 1 Langkah 2 Langkah3 | Langkah4 | Langkah5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah8 | Langkah 9
Nama Isu Gender Kebljakan dan Rencana Kedepan PengukuranHasil
No.| Kebljakan/Program/ Data Pembuka Faktor Sebab Sebab Reformasl Rencana Aksi Basis Data Indikator Kinerja
Kegiatan Wawasan Kesenjangan Kesenjangan Kesenjangan Tujuan (Base-Line)
_ — __Internal Eksternal )

1. | Visi Bupati Blitar: 1. Dasar Hukum: Akses: MC kegiatan Belum ada Adanya MC dari | Mengadakan - Jumiah ASN Qutcome
Terwujudnya - Perda No.2 Mayoritas Master | /acara pada Sub | pelatihan MC kalangan laki-laki | bimbingan Bagian Protokol | (Indikator
Kabupaten Blitar Tahun 2021 of Ceremony bagian Protokol | untuk laki-laki di Bagian teknis dan Komunikasi | Program):

Yang Mandiri dan tentang RPJMD (MC) dari Protokol | adalah Protokeldan keprotokolan 8 orang. Laki- | Persentase tingkat

Sejahtera Kab.Blitar 2021- | adalah perempuan Komunikasi laki: 4, capaian kinerja

Berlandaskan Akhlak 2026 perempuan Pimpinan perempuan: 5 kegiatan pada

Mulia (Baldatun, - Keputusan Penunjang Urusan

Thoyyibatun, Mendagri Nomor | Partisipasl: - Jumiah Nen Pemerintah Daerah

Warobbun Ghoffur) 050-370 Tahun Yang mempunyai ASN: 7, laki- Kabupaten/Kota
2020 tentang keahlian untuk laki: 5; (100%)

2. | Mendukung Misi 3 Hasil Verifikasi menjadi MC perempuan: 2

RPJMD: dan Validasi mayoritas Output

Pengoptimalan Pemutakhiran perempuan - Jumiah Pejabat | (Indikator

Kinerja Pemerintah Klasifikasi, Struktural pada | Kegiatan):

Yang Akuntabel, Kodefikasi dan Kontrol; Bagian Protokol | Persentase

Inovatif dan Nomenklatur Kepala Bagian dan Komunikasi | fasilitasi

Berintegritas Perencanaan Protokol dan Pimpinan 2 Keprotokolan yang
Pembangunan Komunikasi orang, laki-laki: | berkualitas

3. | Kebijakan: dan Keuangan Pimpinan 2, perempuan:

Meningkatnya kinerja Daerah yang 0. Output
Penyelenggara terdapat pada Manfaat: (Indikator
urusan bidang Peraluran Adanya MC dari - Jumlah pejabat | Subkegiatan):
koordinasi bidang Menteri Dalam laki-laki pada fungsional 1 Jumlah Laporan
adminstrasi Negeri Nomor Bagian Protokol orang. Laki-laki: | Hasil Fasilitasi
90 Tahun 2019 dan Komunikasi 0; perempuan : | Keprotokolan
4. | Program: tentangKlasifikasi | Pimpinan 1
Penunjang urusan ., Kodefikasi, dan Indikator Kinerja
pemerintahan daerah Nomenklatur - Jumlah pegawai | Aktifitas:
kabupaten/kota Perencanaan ASN dan Non Untuk tahun
Pembangunan ASN pada: Sub | selanjutnya atau
dan Keuangan Bagian Protokol | pada Tahun 2024
Daerah Keprotokolan § | jumlah MC laki-laki
e | mbel bemlad ol = E
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)

Keglatan:
Pelaksanaan
Protokol dan
Komunikasi
Pimpinan

Subkeglatan:
Fasilitasi

Keprotokolan

Tujuan
Subkegiatan:
Adanya MC dari
kalangan laki-laki di
Bagian Protokol dan
Komunikasi
Pimpinan

Sasaran:

ASN dan Non ASN
Bagian Protokol dan
Komunikasi

Pimpinan

2.Jumilah ASN
Bagian Protokol
dan Komunikasi 9
orang. Laki-laki: 4;
perempuan: 5

3. Jumlah Non ASN:
7. Laki-laki: 5;
perempuan: 2

4. Jumlah Pejabat
Struktural pada
Bagian Protokol
dan Komunikasi
Pimpinan 2 orang,
laki-laki: 2;
perempuan: 0.

5. Jumiah pejabat

fungsional 1 orang.

Laki-laki: O;
perempuan: 1

6.Jumiah pegawai
ASN dan Non ASN
pada Sub Bagian
Protokol
Keprotokolan 5
orang. Laki-laki: 2;
perempuan 3

7.5ub Bagian
Komunikasi dan
Dokumentasi
Pimpinan 8 orang.
Laki-laki 5;

perempuan; 3

8. Jumlah Pranata

Humas 1 orang.
Laki-laki : 0;

perempuan: 1

2, perempuan:
3

- Sub Bagian
Komunikasi dan
Dokumentasi
Pimpinan 8
orang.

Laki-laki: 5;
perempuan: 3

- Jumlah Pranata
Humas 1 orang.
Laki-laki : O
crang;
perempuan 1
orang.

1

Protokol dan
Komunikasi

Pimpinan harus

Dipindai dengan CamScanner




GENDER BUDGET STATEMENT (GBS) TA. 2023
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA
PERANGKAT Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar
DAERAH _
TAHUN 2023
ANGGARAN
PROGRAM/ Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
KEGIATAN/ Kabupaten/Kota
SUBKEGIATAN/
TUJUAN Kegiatan : Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
SUBKEGIATAN/
INDIKATOR/ Sub Kegiatan  : Fasilitasi Keprotokolan
SASARAN
Tujuan : Adanya MC dari kalangan laki-laki di Bagian
Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Indikator Sub : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan
Kegiatan
Sasaran :ASN dan Non ASN Bagian Protokol dan
Komunikasi Pimpinan
KODE SUB 4.01.01.2.14.01
KEGIATAN
ANALISIS SITUASI| Data Pembuka Wawasan:

Dasar Hukum:

1. Perda No.2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kab.Blitar 2021-2026

2. Keputusan Mendagri Nomor 050-370 Tahun 2020 tentang Hasil
Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah yang terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 90 Tahun 2019 tentangKlasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah

Jumlah ASN Bagian Protokol dan Komunikasi 9 orang. Laki-laki: 4;
perempuan: 5

Jumlah Non ASN: 7. Laki-laki: 5; perempuan: 2

Jumlah Pejabat Struktural pada Bagian Protokol dan Komunikasi
Pimpinan 2 orang, laki-laki: 2; Jumlah pejabat fungsional 1 orang,
perempuan: 1

Jumlah pegawai ASN dan Non ASN pada Sub Bagian Protokol
Keprotokolan 5 orang. Perempuan 3 dan laki-laki 2 orang.

Sub Bagian Komunikasi dan Dokumentasi Pimpinan Laki-laki 5;
perempuan 3 orang.

JumlahPranata Humas 1 orang. Laki-laki : O orang; perempuan 1
orang.

Faktor Kesenjangan Gender:

1. Akses: Mayoritas Master of Ceremony (MC) dari Protokol
adalah perempuan

2. Partisipasi:
Yang mempunyai keahlian untuk menjadi MC mayoritas
perempuan

3. Kontrol;
Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

4. Manfaat:
Adanya MC dari laki-laki pada Bagian Protokol dan Komunikasi
Pimpinan
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Sebab Kesenjangan Gender:
e Internal: MC kegiatan /acara pada Sub bagian Protokol adalah
perempuan
e Eksternal: Belum ada pelatihan MC untuk laki-laki

CAPAIAN SUB Tolak Ukur : Tujuan Subkegiatan yang telah direformasi
KEGIATAN Adanya MC dari kalangan laki-laki di Bagian Protokoldan Komunikasi
Pimpinan
Indikator dan Target Kinerja
e Output Subkegiatan: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi
Keprotokolan
e Outcome Subkegiatan: Untuk tahun selanjutnya atau pada
tahun 2024 jumlah MC laki-laki dari Bagian Protokol dan
Komunikasi Pimpinan harus ada.
JUMLAH Rp 267.989.380
ANGGARAN SUB
KEGIATAN
RENCANA AKSI Aktivitas Seksi Mengadakan Bimbingan Teknis Keprotokolan

Masukan/ Rp. 25.000.000

Input

Keluaran/ Tercapainya keikutsertaan Pelatihan
Ouput pengembangan Master of Ceremony (public

speaker) bagi ASN dan Non ASN pada Bagian
Prokopim sebanyak laki-laki 9 orang dan
perempuan 7 orang

Hasil/ Meningkatnya skill sebagai Master of Ceremony
Outcome (public speaker) baik pegawai laki-laki maupun
perempuan
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TERM OF REFERENCE (TOR) APBD TA. 2023
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Nama OPD : Sekretariat Daerah KabupatenBlitar
Tahun : 2023
1. | PROGRAM Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
2. | SASARAN PROGRAM Persentase Fasilitasi Keprotokolan dan Komunikasi
pimpinan yang berkualitas
3. | KEGIATAN Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
4. | SUB KEGIATAN Fasilitasi Keprotokolan
5. | LATAR DASAR 1. Perda No. 2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kab Blitar
BELAKANG HUKUM Tahun 2021-2026
2. Keputusan Mendagri Nomor 050-370 Tahun 2020
tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah yang terdapat
pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah
GAMBARAN | Jumlah ASN Bagian Protokol dan Komunikasi 9 orang.
UMUM Laki-laki : 4; perempuan : 5
Jumlah Non ASN: 7. Laki-laki: 5; perempuan: 2
Jumlah Pejabat Struktural pada Bagian Protokol dan
Komunikasi Pimpinan 2 orang. Laki-laki: 2; perempuan:
0
Jumlah pejabat fungsional: 1 orang. Laki-laki: O;
perempuan; 1
Jumlah pegawai ASN dan Non ASN pada: Sub Bagian
Protokol Keprotokolan 5 orang. Laki-laki: 2; perempuan:
3
Sub Bagian Komunikasi dan Dokumentasi Pimpinan 8
orang. Laki-laki: 5; perempuan: 3.
Jumlah Pranata Humas 1 orang. Laki-laki: O;
perempuan: 1
Akses:
Mayoritas Master of Ceremony (MC) dari Protokol
adalah perempuan
Partisipasi:
Yang mempunyai keahlian untuk menjadi MC mayoritas
perempuan
Kontrol;
Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Manfaat:
Adanya MC dari laki-laki pada Bagian Protokol dan
Komunikasi Pimpinan
8. | AKTIVITAS URAIAN 1. Koordinasi Acara
AKTIVITAS 2. SOP Kegiatan yang akan berlangsung
3. Pelaksanaan acara dengan MC laki-laki
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4. Monitoring dan Evaluasi kegiatan dengan MC dari laki-
laki tertentu yang sifatnya keprotokolan
INDIKATOR Indikator Subkegiatan:
KINERJA Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan
Target Kinerja:
Untuk tahun selanjutnya atau pada tahun 2024 jumlah
MC laki-laki dari Bagian Protokol dan Komunikasi
Pimpinan harus ada.
BATASAN Bimbingan Teknis
SUB
KEGIATAN
7. | MAKSUD DAN TUJUAN Adanya MC dari kalangan laki-laki di Bagian Protokol
dan Komunikasi Pimpinan
8. | CARA PELAKSANAAN Swakelola
SUBKEGIATAN
9. | WAKTU, TEMPAT Bimbingan Teknis Keprotokolan
PELAKSANAAN DAN STRATEGI
INTEGRASI GENDER PER Integrasi Gender : Undangan peserta bimtek
AKTIVITAS mempertimbangkan keseimbangan
gender
Anggaran ¢ Rp. 25.000.000
Tempat : Pemerintah Kabupaten Blitar
Waktu . Triwulan -1V
Peserta . ASN dan Non ASN Bagian Protokol
dan Komunikasi Pimpinan
Pelaksana . Bagian Protokol dan Komunikasi
Pimpinan '
Aktivitas . Rp 242.989.380
Pendukung
10. | PELAKSANA DAN Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
PENANGGUNG JAWAB SUB
KEGIATAN _
11. | JADWAL Januari - Desember 2023
12. | BIAYA Rp 267.989.380

Blitar, 23 Pebruari 2023
RETARIS DAERAH
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Il. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
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GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) TAHUN ANGGARAN 2022
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah & l Langkah 7 Langkah 8 Langkah 8
Isu Gender Kebijakan dan Rencana Kedepan Pengukuran Hasil
No | Kebijakan/Program/ Data e e
Kegilatan Pembuka Wawasan Faktor Reformulasi Database
Kesenjangan H'T:t':j;".?'" “E’ﬁi'ﬂ " Tujuan Rencana Aksl | (gase-line) ——
1 2 3 4 5 6 T 8 9
1. | Visl Bupati Blitar: 1. Dasar Hukum: Akses : - Kurangnya Perbedaan Kepala PD dan | Kewajiban Cakupan : Outcome
Terwujudnya - Perda No.2 optimalnya data | interpretasl petugas keseimbangan Terlaksananya (Indikator
Kabupaten Blitar Yang Tahun 2021 Partisipasi: pendukung terhadap data penyusun LPPD | jumiah peserta | kegiatan Program):
Mandiri dan Sejahtera tentang RPJMD Kurang LPPD dukung yang dapat lebih perempuan dan | sosialisasi Meningkatnya
Berlandaskan Akhlak Kab.Blitar 2021- | optimalnya data dibutuhkan memahami data | laki-laki dalam penyusunan program
Mulia (Baldatun, 2026 dukung dalam pendukung kegiatan LPPD pemerintahan dan
Thoyyibatun, - Keputusan LPPD LPPD yang sosialisasi Kabupaten Blitar | kesejahteraan
Warobbun Ghoffur) Mendagri Nomor | Kabupaten Blitar dibutuhkan rakyat
050-370 Tahun Pelaksanaan
2. | Mendukung Misi 3 2020 tentang Kontrol: - kegiatan yang Output
RPJMD: Hasil Verifikasi mendukung (Indikator
Pengoptimalan Kinerja dan Validasi Manfaat : data responsif Keglatan):
Pemerintah Yang Pemutakhiran dukung dapat gender : Persentase
Akuntabel, Inovatif dan Klasifikasi, tercukupi Keseimbangan | permasalahan
Berintegritas Kodefikasi dan dengan kualitas pembagian administrasi tata
Nomenklatur data yang baik jumiah peserta pemerintahan yang
3. | Kebijakan: Perencanaan perempuan dan | terselesaikan
Meningkatnya kinerja Pembangunan laki-laki
Penyelenggara urusan dan Keuangan Output
bidang koordinasi Daerah yang (Indikator
bidang adminstrasi terdapat pada Subkeglatan):
Peraturan Jumlah dokumen
4. | Kebljakan: Menteri Dalam hasil fasilitasi
Meningkatnya Efisiensi Negeri Nomor pelaksanaan
dan Efektifitas 80 Tahun 2019 otonomi daerah
pengambil kebijakan tentangKlasifikasi
pemerintahan dan , Kodefikasi, dan Indikator Kinerja
kesejahteraan rakyat Nomenklatur Aktifitas:
Perencanaan Meningkatnya
Pembangunan Kualitas data
dan Keuangan e ity ) IO
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P

Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah & Langkah7 | Langkah8 | Langkah®
Isu Gender Kebijakan dan Rencana Kedepan Pengukuran Hasll
No | Kebijakan/Program/ Data Sobeb Sebab
Kegiatan Pembuka Wawasan Faktor Reformulasi Database
Kesenjangan H'f:!';l:;?'" H‘E'kz':]:r:ﬁt.n Tujuan Rencana Aks (Base-line) ndikatorninene
1 2 3 4 5 6 T a 9

5. | Program: Daerah

Pemerintahan dan

kesejahteraan rakyat 2. Kegiatan

Sosialisasi

6. | Keglatan : Penyusunan LPFD

Administrasi Tata Kabupaten Blitar

Pemerintahan - Jumlah peserta :

90 peserta terdiri

7. | Subkegiatan : dari 50 orang

Fasilitasi Pelaksanaan laki-laki dan 40

Otonomi Daerah orang perempuan

- Narasumber :

8. | Tujuan Subkeglatan: 1 orang laki-laki

Meningkatkanpemaha - Wilayah :

man dan kualitas Kabupaten Blitar

penyusunan LPPD

Kabupaten Blitar
8. | Sasaran :

Kepala PD dan

petugas penyusun

LPPD

(3 Dipindai dengan CamScanner




GENDER BUDGET STATEMENT (GBS) TA. 2023
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

PERANGKAT Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar
DAERAH
TAHUN 2023
ANGGARAN
PROGRAM/ Program : Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
KEGIATAN/
SUBKEGIATAN/ Kegiatan : Administrasi Tata Pemerintahan
TUJUAN
SUBKEGIATAN/ Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
INDIKATOR/
SASARAN Tujuan : Meningkatkan pemahaman dan  kualitas
penyusunan LPPD Kabupaten Blitar
Indikator Sub : Meningkatnya Kualitas data pendukung LPPD
Kegiatan
Sasaran : Kepala PD dan petugas penyusun LPPD
KODE SUB 5.1.02.01.01.0052
KEGIATAN
ANALISIS SITUASI| Data Pembuka Wawasan:
Dasar Hukum:
1. Perda No.2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kab.Blitar 2021-2026
2. Keputusan Mendagri Nomor 050-370 Tahun 2020 tentang Hasil
Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah yang terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 90 Tahun 2019 tentangKlasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah
Kegiatan Sosialisasi Penyusunan LPPD Kabupaten Blitar
- Jumlah peserta : 90 orang (40 orang perempuan, 50 orang laki-
laki)
- Narasumber : 1 orang
- Wilayah : Kabupaten Blitar
Faktor Kesenjangan Gender:
1. Akses: -
2. Partisipasi:
Kurang optimalnya data dukung dalam LPPD Kabupaten Blitar
3. Kontrol;
Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
4. Manfaat:
Data dukung dapat tercukupi dengan kualitas data yang baik
Sebab Kesenjangan Gender:
e Internal: Kurangnya optimalnya data pendukung LPPD
e FEksternal: Perbedaan interpretasi terhadap data dukung yang
dibutuhkan
CAPAIAN SUB Tolak Ukur : Tujuan Subkegiatan yang telah direformasi
KEGIATAN Kepala PD dan petugas penyusun LPPD dapat lebih memahami data

pendukung LPPD yang dibutuhkan

Dipindai dengan CamScanner




Indikator dan Target Kinerja
¢ Output Subkegiatan:  Jumlah dokumen hasil fasilitasi
pelaksanaan otonomi daerah
e OQutcome Subkegiatan: Meningkatnya Kualitas data

pendukung LPPD

JUMLAH Rp 161.972.200

ANGGARAN SUB

KEGIATAN

RENCANA AKSI Aktivitas Seksi Sosialisasi Penyusunan LPPD Kabupaten Blitar
Masukan/ Rp. 161.972.200
Input
Keluaran/ Kewajiban keseimbangan jumlah peserta
Ouput perempuan dan laki-laki
Hasil/ Meningkatnya Kualitas data pendukung LPPD
Outcome

Dipindai dengan CamScanner



TERM OF REFERENCE (TOR) APBD TA. 2023
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Nama OPD : Sekretariat Daerah KabupatenBlitar
Tahun : 2023
1. | PROGRAM Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
2. | SASARAN PROGRAM Kepala Perangkat Daerah dan Petugas Penyusun LPPD
3. | KEGIATAN Administrasi Tata Pemerintahan
4. | SUB KEGIATAN Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
5. | LATAR DASAR 1.Perda No. 2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kab Blitar
BELAKANG HUKUM Tahun 2021-2026

2. Keputusan Mendagri Nomor 050-370 Tahun 2020
tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah yang terdapat
pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
00 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah

GAMBARA | Kegiatan Sosialisasi Penyusunan LPPD Kabupaten Blitar

N UMUM - Jumlah peserta : 90 orang (40 orang perempuan, 50
orang laki-laki)

- Narasumber : 1 orang

- Wilayah : Kabupaten Blitar

Akses:

Partisipasi:
Kurang optimalnya data dukung dalam LPPD Kabupaten
Blitar

Kontrol;

Manfaat:
Data dukung dapat tercukupi dengan kualitas data yang
baik

6. | AKTIVITAS URAIAN Sosialisasi Penyusunan LPPD pada seluruh Perangkat
AKTIVITAS | Daerah

INDIKATOR | Meningkatnya Kualitas data pendukung LPPD

KINERJA
BATASAN | Sosialisasi
SUB
KEGIATAN
7. | MAKSUD DAN TUJUAN Meningkatnya kualitas data pendukung LPPD Kabupaten
Blitar
8. | CARA PELAKSANAAN Swakelola

SUBKEGIATAN

(B Dipindai dengan CamScanner



—9. | WAKTU, TEMPAT Sosialisasi Penyusunan LPPD Kabupaten Blitar
PELAKSANAAN DAN
STRATEGI INTEGRASI Integrasi Gender : Undangan peserta sosialisasi
GENDER PER AKTIVITAS mempertimbangkan keseimbangan
gender
Anggaran : Rp 161.972.200
Tempat . Hall Pertemuan
Waktu . Triwulan Il
Peserta : Kepala Perangkat Daerah dan
petugas penyusun LPPD
Pelaksana . Bagian Tata Pemerintahan
10. | PELAKSANA DAN Kepala Bagian Tata Pemerintahan
PENANGGUNG JAWAB
SUBKEGIATAN
11. | JADWAL Januari - Desember 2023
12. | BIAYA Rp 161.972.200

Dipindai dengan CamScanner



GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) TAHUN ANGGARAN 2023
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

f Langkah 1 Langkah 2 Langkah3 | Langkah4 | Langkahb5 Langkah® | Langkah? Langkah8 | Langkah®
Nama Isu Gender Kebijakan dan Rencana Kedepan PengukuranHaslil
No.| Kebijakan/Program/ Data Faktor Sebab Sebab Reformasi Rencana Aksi Basis Data indikator Kinerja
Kegiatan Pembuka Wawasan | Kesenjangan Kesenjangan | Kesenjangan Tujuan (Base-Line)
] Internal Eksternal ) ]

1. | Visi Bupati Blitar: 1. Dasar Hukum: Akses: Kegiatan yang Pada kegiatan | Meningkatnya Mengadakan Sudah pernah Outcome
Terwujudnya - Perda No.2 Memahami dan dilaksanakan pemulasaran ketrampilan pelatihan melaksanakan (Indikator
Kabupaten Blitar Tahun 2021 mengerti tentang | masih jenasah masih | perempuan pemulasaran tihan Program):

Yang Mandiri dan tentang RPJMD semua agama didominasi kurangnya/mini | tentang jenasah bagi ulasaran Persentase lingkat

Sejahtera Kab.Blitar 2021- pada hari besar peserta laki-laki | mnya pemulasaran perampuan enasah dengan capaian kinerja

Berlandaskan Akhlak 2026 keagamaan ketrampilan jenasah 80% kegiatan pada

Mulia (Baldatun, - Keputusan perempuan ayoritas laki-laki program

batun, Mendagn Nomor | Partisipasi: tentang Femerintahan dan

Warobbun Ghoffur) 050-370 Tahun Penyelenggaraan pemulasaran Kesejahteraan
2020 tentang acara keagamaan jenasah Rakyat

2. | Mendukung Misi 3 Hasil Verifikasi
RPJMD: dan Validasi Kontrol; Output
Pengoptimalan Pemutakhiran Kepala Bagian (Indikator
Kinerfja Pemerintah Klasifikasi, Bagian Kegiatan):

Yang Akuntabel, Kodefikasi dan Kesejahteraan Persantase

Inovatif dan Nomenkiatur Rakyat Pelayanan kepada

Berintegritas Perencanaan masyarakat dengan
Pembangunan Manfaat: cara memfasilitasi

3. | Kebijakan: dan Keuangan Membantu acara membentuk akhlak

Meningkatnya kinerja Daerah yang keagamaan yang yang mulia

Penyelenggara terdapat pada diselenggarakan

urusan bidang Peraturan oleh Bagian Output

koordinasi bidang Menteri Dalam Kesejahteraan (Indikator

adminstrasi Negeri Nomor Rakyat Subkeglatan):
90 Tahun 2019 Terfasilitasinya

4. | Program: tentangKlasifikasi perayaan hari-han

Pemerintahan dan . Kodefikasi, dan besar di semua

Kesejahteraan Nomenklatur agama,

Rakyat Perencanaan terfasilitasinya
Pembangunan calon jamaah haji,
dan Keuangan terfasilitasinya
Daerah jumiah penentuan

Dipindai dengan CamScanner




Langkah 1 Langkah 2 Langkah3 | Langkah4 | Langkah§ Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9
Nama Isu Gender Kebijakan dan Rencana Kedepan PengukuranHasil
No.| Kebijakan/Program/ Data Faktor Sebab Sebab Reformasi Rencana Aksl Basis Data Indikator Kinerja
Kegiatan Pembuka Wawasan Kesenjangan Kesenjangan Kesenjangan Tujuan (Base-Line)
Internal Eksternal
5. | Keglatan: 2. Jumlah ASN hari besar, jumiah
Pelaksanaan Bagian peserta yang
Kebijakan Kesejahteraan terfasilitasi untuk
Kesejahteraan Rakyat6 orang. Lomba Musabaqoh
Rakyat Laki-laki 3; Tilawatil Qur'an
perempuan: 3
6. | Subkegiatan: Indikator Kinerja
Fasilitasi 3. Jumilah Non ASN: Aktifitas:
Fengelolaan Bina 2. Laki-laki: 1; Persentase peserta
Mental Spiritual perempuan: 1 perampuan yang
meangikuti pelatihan
7. | Tujuan 4. Jumlah Pejabat pemulasaran
Subkegiatan: Struktural pada jenasah
Terfasilitasinya Bagian
kegiatan yang Kesejahteraan
berkaitan dengan Rakyat Pimpinan
keagamaan di 1 orang, laki-iaki:
Kabupaten Blitar 1; perempuan: 0.
8. | Sasaran: 5. Jumilah pejabat
ASN dan Non ASN fungsional 1
serta masyarakat orang. Laki-laki:
Hﬂbupﬂtﬂﬂ Blitar 1: perempuan: 0
6. Jumlah pegawai
ASN sebagai
Penyusun
Program
Pengawasan
Kesejahteraan
Rakyat 1 orang.
Laki-laki: 0;
perempuan 1

Dipindai dengan CamScanner



Langkah 1 Langkah 2 Langkah3 | Langkah4 | Langkah5 Langkah6 | Langkah?7 Langkah 8 | Langkah 8

Nama _ Isu Gender _ Kebijakan dan Rencana Kedepan i PengukuranHasil
No.| Kebljakan/Program/ Data Faktor Sebab Sebab Reformasl Rencana Aksl Basis Data Indikator Kinerja
Kegiatan Pembuka Wawasan | Kesenjangan Kesenjangan | Kesenjangan Tujuan (Base-Line)

. Internal Eksternal
7. Jumiah pegawai

ASN sebagai
Panyusun
Program
Pengabdian
Kepada
Masyarakat 1
orang. Laki-laki:
0; perempuan 1

8. Jumlah pegawai
ASN sebagai
Penyusun Bahan
Pembinaan
Keagamaan 1
orang. Laki-laki:
0; perempuan 1

8. Jumilah pegawai
ASN sebagai
Pengadministrasi
Umum 1 orang.
Lakl-lakk 1;
perempuan 0

Dipindai dengan CamScanner




GENDER BUDGET STATEMENT (GBS) TA. 2023
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

PERANGKAT Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar
DAERAH
TAHUN 2023
| Acosman
PROGRAM/ Program : Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
KEGIATAN/
SUBKEGIATAN/ Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
TUJUAN

SUBKEGIATAN/ | sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
INDIKATOR/

SASARAN Tujuan : Terfasilitasinya kegiatan yang berkaitan dengan
keagamaan di Kabupaten Blitar

Indikator Sub : Terfasilitasinya perayaan hari-hari besar di semua

Kegiatan agama, terfasilitasinya calon jamaah haji,
terfasilitasinya jumiah penentuan hari besar, jumiah|
peserta yang terfasilitasi untuk Lomba Musabaqoh

Tilawatil Qur'an
Sasaran : ASN dan Non ASN serta masyarakat Kabupaten
Blitar
KODE SUB 4.01.02.2.02.001
KEGIATAN
ANALISIS SITUASI| Data Pembuka Wawasan:
Dasar Hukum:

1. Perda No.2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kab.Blitar 2021-2026

2. Keputusan Mendagri Nomor 050-370 Tahun 2020 tentang Hasil
Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah yang terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 90 Tahun 2019 tentangKlasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah

Jumlah ASN Bagian Kesejahteraan Rakyat 6 orang. Laki-laki: 3;
perempuan: 3

Jumlah Non ASN: 2. Laki-laki: 1; perempuan: 1

Jumlah Pejabat Struktural pada Bagian Kesejahteraan Rakyat
Pimpinan 1 orang, laki-laki: 1; perempuan: 0.

Jumlah pejabat fungsional 1 orang. Laki-laki: 1; perempuan: 0
Jumlah pegawai ASN sebagai Penyusun Program Pengawasan
Kesejahteraan Rakyat 1 orang. Laki-laki: O; perempuan 1
Jumlah pegawai ASN sebagai Penyusun Program Pengabdian
Kepada Masyarakat 1 orang. Laki-laki: 0; perempuan 1

Jumlah pegawai ASN sebagai Penyusun Bahan Pembinaan
Keagamaan 1 orang. Laki-laki: 0; perempuan 1

Jumlah pegawai ASN sebagai Pengadministrasi Umum 1 orang. Laki-
laki: 1; perempuan 0

Faktor Kesenjangan Gender:
1. Akses: Memahami dan mengerti tentang semua agama pada
hari besar keagamaan
2. Partisipasi:
Penyelenggaraan acara keagamaan

Dipindai dengan CamScanner



I 3. Kontrol:
Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
. 4. Manfaat:
Membantu acara keagamaan yang diselenggarakan oleh
Bagian Kesejahteraan Rakyat
Sebab Kesenjangan Gender:
e Intemal: Kegiatan yang dilaksanakan masih didominasi
(2 laki-laki
o Ekstemnal: Pada kegiatan pemulasaran jenasah masih
kurangnya/minimnya  ketrampilan  perempuan tentang

pemulasaran jenasah
CAPAIAN SUB Tolak Ukur : Meningkatnya ketrampilan perempuan tentang
KEGIATAN pemulasaran jenasah
Indikator dan Target Kinerja )

o Output Subkegiatan: Persentase terfasilitasinya perayaan hari-
hari besar di semua agama, calon jamaah haji, jumiah
penentuan hari besar, dan jumiah peserta untuk Lomba
Musabaqoh Tilawatil Quran

¢ Outcome Subkegiatan: Persentase perayaan hari-hari besar di
semua agama, calon jamaah haji, jumiah penentuan hari
besar, jumlah peserta untuk Lomba Musabagoh Tilawatil
Qur’an yang terfasilitasi |

e ——

JUMLAH Rp. 1.001.682.337 - l
ANGGARAN SUB .
KEGIATAN
RENCANA AKSI Aktivitas Seksi Mengadakan pelatihan pemulasaran jenasah bagi
perempuan I
Masukan/ Rp. 16.500.000,-
Input
Keluaran/ Terfasilitasinya kegiatan pelatihan pemulasaran
Ouput jenasah bagi perempuan
Hasil/ Meningkatnya ketrampilan perempuan dalam
Outcome pemulasaran jenasah

Dipindai dengan CamScanner



TERM OF REFERENCE (TOR) APBD TA. 2023
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Nama OPD : Sekretariat Daerah KabupatenBlitar
Tahun : 2023
1. | PROGRAM Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
2. | SASARAN PROGRAM ASN dan Non ASN serta masyarakat Kabupaten Blitar
3. | KEGIATAN Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
~4. | SUB KEGIATAN Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
5. | LATAR DASAR 1.Perda No. 2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kab Blitar
BELAKANG HUKUM Tahun 2021-2026

2. Keputusan Mendagri Nomor 050-370 Tahun 2020
tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah yang terdapat
pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah

GAMBARAN | Jumlah ASN Bagian Kesejahteraan Rakyat 6 orang.
UMUM Laki-laki: 3; perempuan: 3

Jumlah Non ASN: 2. Laki-laki: 1; perempuan: 1

Jumlah Pejabat Struktural pada Bagian Kesejahteraan
Rakyat Pimpinan 1 orang, laki-laki: 1; perempuan: 0.
Jumlah pejabat fungsional 1 orang. Laki-laki: 1;
perempuan: 0

Jumlah pegawai ASN sebagai Penyusun Program
Pengawasan Kesejahteraan Rakyat 1 orang. Laki-laki: O;
perempuan 1

Jumlah pegawai ASN sebagai Penyusun Program
Pengabdian Kepada Masyarakat 1 orang. Laki-laki: O;
perempuan 1

Jumlah pegawai ASN sebagai Penyusun Bahan
Pembinaan Keagamaan 1 orang. Laki-laki: O; perempuan
1

Jumlah pegawai ASN sebagai Pengadministrasi Umum 1
orang. Laki-laki: 1; perempuan 0

Akses:
Memahami dan mengerti tentang semua agama pada
hari besar keagamaan

Partisipasi:
Penyelenggaraan acara keagamaan

Kontrol;
Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat

Manfaat:

Membantu acara keagamaan yang diselenggarakan oleh
Bagiar -

Dipindai dengan CamScanner




AKTIVITAS URAIAN
AKTIVITAS

1. Koordinasi acara keagamaan dan perayaan

2. SOP Kegiatan yang akan berlangsung

3. Membuat kebijakan yang terkait dengan Tupoksi
Bagian Kesejahteraan Rakyat

4. Monitoring dan Evaluasi hibah yang bersumber dari
APBD

INDIKATOR
KINERJA

Indikator Subkegiatan:
Persentase terfasilitasinya perayaan hari-hari besar di
semua agama, calon jamaah haji, jumiah penentuan

hari besar, dan jumlah peserta untuk Lomba Musabaqoh
Tilawatil Qur'an

Target Kinerja:

Persentase perayaan hari-hari besar di semua agama,
calon jamaah haji, jumlah penentuan hari besar, jumiah
peserta untuk Lomba Musabaqoh Tilawatil Qur'an yang
terfasilitasi

BATASAN
SUB
KEGIATAN

Pelatihan

MAKSUD DAN TUJUAN

Meningkatnya  ketrampilan  perempuan  tentang
pemulasaran jenasah

CARA PELAKSANAAN
SUBKEGIATAN

Kontrak

WAKTU, TEMPAT
PELAKSANAAN DAN STRATEGI
INTEGRASI GENDER PER
AKTIVITAS

Pelatihan Pemulasaran Jenasah

Integrasi Gender : Undangan peserta pelatihan
pemulasaran jenasah

Anggaran : Rp 16.500.000

Tempat . Kabupaten Blitar

Waktu * Triwulan -V

Peserta : Masyarakat Kabupaten Blitar

Pelaksana . Bagian Kesejahteraan Rakyat

Aktivitas . Rp. 985.182.337 -
Pendukung

10.

PELAKSANA DAN
PENANGGUNG JAWAB SUB
KEGIATAN

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat

1.

JADWAL

Juni- Desember 2023

12,

BIAYA

Rp. 1.001.682.337 -

Dipindai dengan CamScanner




PROGRAM PEMERINTAHAN D

AN KESEJAHTERAA

RAKYAT

| Langkah1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9
N Isu Gender Kebijakan dan RencanakeDepan Pengukuran Hasll
@ | Kebjakan/Progra Dene Sebab Sebab Reformulasi Siba
m/ Kegiatan Pembuka Wawasan u..':'r'qh:f an Kesenjangan Kesenjangan Tujuan Sub Rencana Aksi Ihl Indikator Kinerja
g Internal Eksternal Kegiatan
1 2 3 4 5 6 T 8 9
1. | Visl Bupati Blitar: | 1. Landasan Hukum: | Akses: - - Minimnya Meningkatnya Peningkatan Cakupan: Outcome
Terwujudnya - Perda No. 2 jumiah jumiah partisipasi Pembangunan Terlaksananya (Indikator
Kabupaten  Blitar Tahun 2021 Partisipasi: perempuan peserta perempuan | Hukum melalui | kegiatan Program):
Yang Mandiri dan tentang RPJMD Peserta yang aktif dalam | dalam mendukung | Penyebarluasan | penyuluhan Persentase tingkat
Sejahtera Kab Blitar Tahun | perempuan kegiatan kegiatan Informasi hukum kepada | capaian kinerja
Berlandaskan 2021-2026 kurang aktif masyarakat penyuluhan hukum | Hukum dan masyarakat Program
Akhlak Mulia - Keputusan dalam kegiatan dibandingkan di masyarakat Pelayanan pada akhir Pemerintahan dan
(Baldatun, Mendagri Nomor | masyarakat dengan laki-laki Hukum tahun 2022 Kesejahteraan
Thoyyibatun, 050-370 Tahun adalah 100%. Rakyat (100%)
Warobbun Ghoffur) 2020 tentang Kontrol: -
Hasil Verifikasi Pelaksanaan Output
2. | Mendukung Misi 3 dan Validasi Manfaat: kegiatan yang (Indikator
RPJMD: Pemutakhiran meningkatnya mendukung Keglatan):
Pengoptimalan Klasifikasi, jumiah peserta responsif Persentase
Kinerja Pemerintah Kodefikasi dan perempuan pada gender: fasilitasi dan
Yang  Akuntabel Nomenklatur penyuluhan Keseimbangan | koordinasi hukum
Inovatif dan Perencanaan pembagian yang dilaksanakan
Berintegrilas Pembangunan jumiah peserta | sesuai dengan
dan Keuangan perempuan dan | rencana kegiatan
3. | Kebijakan: Daerah yang laki-laki dan anggaran
Meningkatnya terdapat pada
Efisiensi dan Peraturan Output
Efektifitas Menteri Dalam (iIndikator
pengambil Negeri Nomor Subkegiatan):
kebijakan 80 Tahun 2019 Jumilah penyuluhan
pemerintahan dan tentang hukum sebanyak
kesejahteraan Klasifikasi, 15 kali di
rakyat Kodefikasi, dan Kecamatan
Nomenklatur Kabupaten Blitar
Perencanaan dengan total 840
Pembangunan orang peserta
dan Keuangan

Dipindai dengan CamScanner




" Lang ang - === rESm
Isu Gender Kebijakan dan RencanakeDepan Pengukuran Hasil
‘0 | Kebijakan/Progra Data Sebab Sebab Reformulasi T
m/ Keglatan Pembuka Wawasan K Fakior Kesenjangan | Kesenjangan Tujuan Sub Rencana Aksi (Base-line) Indikator Kinerja
Stenjangan Internal Eksternal Keglatan
1 2 3 4 5 6 ! 8 9
4. | Program: Daerah Outcome
Pemerintahan dan (Indikator
kesejahteraan 2.Kegiatan Aktifitas):
rakyat Penyuluhan Hukum Tingkat
Kepada masyarakat pemahaman
5. | Kegiatan: - Jumiah peserta : setelah
Fasilitasi dan B40 orang/tahun mengikuti kegiatan
Koordinasi Hukum (420 orang penyuluhan hukum
perempuan, 420 dengan
6. | Subkegiatan: orang laki-laki) memberikan kuis
Pendokumentasian - Narasumber: 57 atau survei pada
Produk Hukum dan orangftahun (15 peseria setelah
Pengelolaan orang perempuan, mengikuti kegiatan
Informasi Hukum 32 orang laki-laki) penyuluhan hukum,
- Wilayah: 15 untuk melihat
7. | Tujuan Sub kecamatan/tahun sejauh mana
Kegiatan: Dari jumliah diatas peserta memahami
Meningkatkan dibagi menjadi 15 materi yang telah
keterlibatan peserta kali kegiatan/tahun disampaikan
perempuan dalam
penyuluhan hukum
8. | Sasaran:
Perwakilan pada
masyarakat dalam
kecamatlan yang
menjadi sasaran
kegiatan

Dipindai dengan CamScanner




= GENDER BUDGET STATEMENT (GBS) TA. 2023
POGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

 PERANGKAT Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar
DAERAH
" TAHUN ANGGARAN| 2023
PROGRAM/ Program . Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
KEGIATAN/
SUBKEGIATAN/ : . T e
TUJUAN SUB Kegiatan . Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
ﬁ;ﬁﬁ?ﬁué; Sub Kegiatan  : Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan
SASARAN Informasi Hukum
Tujuan :  Meningkatkan keterlibatan peserta perempuan dalam
penyuluhan hukum
Indikator . Kegiatan penyuluhan hukum yang terlaksana dengan
Subkegiatan baik
Sasaran . Perwakilan masyarakat dalam kecamatan yang
menjadi sasaran kegiatan
KODE SuB 5.1.02.01.01.0052
KEGIATAN
ANALISIS SITUASI Data Pembuka Wawasan
Dasar Hukum:

1. Perda No.2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kab.Blitar 2021-2026

2. Keputusan Mendagri Nomor 050-370 Tahun 2020 tentang Hasil
Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
yang terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
90 Tahun 2019 tentangKlasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Kegiatan Penyuluhan Hukum Kepada masyarakat

- Jumlah peserta : 840 orang/tahun (420 orang perempuan, 1420 orang
laki-laki)

- Narasumber :57 orang/tahun (15 orang perempuan, 32 orang laki-laki)

- Wilayah : 15 kecamatan/tahun

Dari jumlah diatas dibagi menjadi 15 kali kegiatan/tahun

Faktor Kesenjangan Gender
1. Akses: -
2. Partisipasi:
Peserta perempuan yang aktif dalam kegiatan masyarakat
3. Kontrol: -
4. Manfaat; meningkatnya jumlah peserta perempuan

Kesenjangan Gender
e [Intemal: -

e Eksternal: Minimnya jumlah narasumber perempuan dibandingkan
dengan laki-laki

CAPAIAN SUB Tolak Ukur:

KEGIATAN Meningkatnya jumlah partisipasi peserta perempuan dalam mendukung
kegiatan penyuluhan hukum di masyarakat

Indikator dan Target Kinerja

o Output Subkegiatan: Penyuluhan hukum kepada masyarakat terlaksana
dengan baik

Dipindai dengan CamScanner
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* Outcome Subkegiatan:

- Meningkatnya program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat
- Jumlah _Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan
Informasi Hukum melalui sub kegiatan Penyuluhan Hukum yaitu 6

mateni _
- Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum sesuai dengan rencana
kegiatan dan anggaran
- Presentase kegiatan Penyuluhan Hukum yang telah dilakukan
sebesar 100%
~JUMLAH Rp 488.326.750
SuB
KEGIATAN
["RENCANA AKSI Aktivitas Seksi | Penyuluhan Hukum kepada Masyarakat
Masukan/ Rp 488.326.750
| Input .
Keluaran/ Jumlah penyuluhan hukum sebanyak 15 kali di Kecamatan
Ouput Kabupaten Blitar dengan total 840 orang peserta
Hasil/ Tingkat pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan
Outcome penyuluhan hukum dengan memberikan kuis atau survei

pada peserta setelah mengikuti kegiatan penyuluhan
hukum, untuk melihat sejauh mana peserta memahami
materi yang telah disampaikan

Dipindai dengan CamScanner



TAHUN

TERM OF REFERENCE (TOR) APBD TA. 2022

PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

: Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar
: 2023

PROGRAM

Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

SASARAN PROGRAM

Perwakilan pada masyarakat dalam kecamatan yang menjadi
sasaran kegiatan

KEGIATAN

Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

SUB KEGIATAN

Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi
Hukum

LATAR
BELAKANG

DASAR
HUKUM

1. Perda No. 2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kab Blitar Tahun
2021-2026

2. Keputusan Mendagri Nomor 050-370 Tahun 2020 tentang
Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah yang terdapat pada Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah

GAMBARAN
UMUM

Kegiatan Penyuluhan Hukum Kepada masyarakat
- Jumlah peserta: 200 orang/tahun (75 orang perempuan, 25

orang laki-laki)
- Narasumber: 6 orang/tahun, 3 orang perempuan,3 orang

laki-laki)
- Wilayah: 4 kecamatan/tahun
Dari jumlah diatas dibagi menjadi 4 kali kegiatan/tahun

Akses: -

Partisipasi:
Peserta perempuan kurang aktif dalam kegiatan masyarakat

Kontrol: -

Manfaat:
Meningkatnya jumlah peserta perempuan pada penyuluhan

Minimnya jumlah perempuan yang akiif dalam kegiatan
masyarakat dibandingkan dengan laki-laki

AKTIVITAS

URAIAN
AKTIVITAS

Penyuluhan Hukum kepada Masyarakat Kabupaten Blitar

INDIKATOR
KINERJA

Melaksanakan Penyuluhan dan Sosialisasi Produk Hukum
Kabupaten Blitar

BATASAN
SUB

KEGIATAN

Melaksanakan Penyuluhan dan Sosialisasi Produk Hukum
pada 4 Kecamatan di Kabupaten Blitar pada Tahun Anggaran
2023

MAKSUD DAN TUJUAN

Meningkatnya jumlah partisipasi peserta perempuan dalam
mendukung kegiatan penyuluhan hukum di masyarakat

CcS Dipindai dengan CamScanner




-"g‘_”' ' CARA PELAKSANAAN SUB Swakelola
KEGIATAN
9. | WAKTU, TEMPAT Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat
PELAKSANAAN DAN
STRATEGI INTEGRASI Integrasi Gender : Undangan peserta penyuluhan hukum
GENDER PER AKTIVITAS mempertimbangkan gender
Anggaran . Rp 488.326.750
Tempat . Kecamatan di Kabupaten Blitar
Waktu . Triwulan |-V
Peserta . Masyarakat
Pelaksana : Sub Pendokumentasian Produk Hukum
dan Pengelolaan Informasi Hukum
Kabupaten Blitar
0. | PELAKSANA DAN Kepala Bagian Hukum
PENANGGUNG JAWAB
SUBKEGIATAN
11. | JADWAL Januari - Desember 2023
12. | BIAYA Rp 488.326.750

Blitar, 23 Pebruari 2023

CS Dipindai dengan CamScanner




lll. Program Perekonomian dan Pembangunan

cS Dipindai dengan CamScanner



GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) TAHUN 2023
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah § Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9
Isu Gender Kebijakan dan Rencana Kedepan Pengukuran Hasil
No. | Kebijakan/Program/ Data ——
Kegiatan PembukaWawasan Faktor K s " S, H':?JIT::“I Rencana Aksi Database Indikator
Kesenjangan esenjangan esenjangan (Base-line) Kinerja
Internal Eksternal Subkegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 8
1. | Visl Bupati Blitar:  |1. Dasar Hukum: Akses: » Jabatan Belum Optimalisasi Proses rekrutmen | Cakupan: Outcome
Terwujudnya - Perda No 2 Tahun | Proses strategis pada | menerapkan pengelolaan melalui Panitia | Jumiah pegawai | {(Indikator
Kabupaten Blitar 2021 tentang rekruitmen dan perusahaan/ kebijakan yang | BUMD  dengan | Seleksi Calon | BUMD Tahun | Program):
Yang Mandii dan RPJMD Kab Blitar | lelang jabatan | BUMD lebih | responsive menerapkan Komisaris/Dewan | 2021 Persentase
Sejahtera Tahun 2021-2026. | pegawai pada | dominan gender  saat | kebijakan yang | Pengawas dan |1. PDAM tingkat capaian
Berlandaskan Akhlak | - Kepmendagri No. BUMD terbuka | dijabat oleh | perekrutan responsive Direksi sehingga Kabupaten kinerja kegiatan
Mulia (Baldatun, 050-370 Tahun dan transparan laki-laki pegawal BUMD | gender sehingga | dapat memberikan Blitar dengan | pada program
ibatun, 2020 tentang Hasil = Persepsi dapat kesempatan yang jumiah Perekonomian
Warobbun Ghoffur) Verifikasi dan Partisipasi: bahwa laki-laki memberikan sama bagi laki-laki pegawal 104 | dan
Validasi Perempuan dan lebih mampu kesempatan yang | maupun orang, terdiri | Pembangunan
2. | Mendukung Misl 3 Pemutakhiran penyandang menguasai sama balk bagi | perempuan yang dar laki-laki
RPJMD: Klasifikasi, disabilitas yang | pekerjaan laki-laki maupun | memenuhi syarat 75 orang dan | Output
Pengoptimalan Kodefikasi dan direkrut sebagai | (terutama perempuan untuk  menduduki perempuan (Indikator
Kinerja Pemerintah Nomenklatur pegawai pada | pekerjaan jabatan strategis di 29 orang Kegiatan):
Yang Akuntabel, Perencanaan BUMD maupun lapangan) perusahaan 2. PT BPR | Jumlah dokumen
Inovatif dan Pembangunan dan | yang mengikuti | dibandingkan Hambangun | kebijakan
Berintegritas Keuangan Daerah | lelang jabatan perempuan Artha Selaras | perekonomian
yang terdapat pada dengan yang tersusun
3. | Kebljakan: Peraturan Menteri | Kontrol: jumiah
Meningkatnya Dalam Negeri - pegawai 39 | Output
efisiensi Nomor 90 Tahun orang, terdiri | (Indikator
efektivitas kinerja 2019 tentang Manfaat: dari laki-laki | Subkegiatan):
penyelenggara Klasifikasi, Setiap grang 22 orang dan | Jumiah Dokumen
urusan lingkup Kodefikasi, dan yang memenuhi perempuan Hasil Koordinasi,
koordinasi dan Nomenklatur persyaratan, 17 orang Sinkronisasi,
kebijakan Perencanaan baiklaki-laki 3. Perusahaan | Monitoring dan
pembangunan Pembangunan dan | maupun Daerah Evaluasi
Keuangan Daerah | perempuan Savitri Indah | Kebijakan
mermiliki dengan
kesempatan iumlah BUMD dan BLUD _

Dipindai dengan CamScanner




Dipindai dengan CamScanner

| Langkah 4 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 '1 Langkah 7 Langkah 8 \ Langkah 8 ‘\
Isu Gender Kebljakan dan Rencana Kedepan Pengukuran Hasll \
No. | Kebljakan/Program/ Data = —— 1
Sebab Sebab Reformulasi Ikator
Kegiatan PembukaWawasan Faktor Kesenjangsn Kesenjangan Tujuan Ranodsis ANl Bm-lmmln-] I“H?n-r]l
Kasenjangan internal Eksternal Subkeglatan (
1 2 3 4 5 6 7 8 9 i
4, | Program: Membawahi 3 Badan | yang sama pegawai 14 | Indikator Kinerja
Perekonomian dan Usaha Milik Daerah: untuk  menjadi orang, terdiri | Aktifitas:
pembangunan 1. PDAM Kabupaten | pegawal BUMD dari laki-laki 8 | Rekrutmen
Blitar dengan | dan menduduki orang dan | Komisaris/Dewan
5. | Keglatan: jumiah pegawal | jabatan perempuan B8 dan
Pelaksanaan 104 orang, terdiri | strategisperusah orang. Direksi BUMD
Kebijakan dari laki-laki 75 | aan. yang responsif
Perekonomian orang dan gender
perempuan 29
6. | Subkeglatan: orang
Koordinasi, 2. PT BPR
Sinkronisasi, Hambangun Artha
Monitoring dan Selaras dengan
Evaluasi Kebijakan jumilah pegawai 38
Pengelolaan BUMD orang, terdiri dari
dan BLUD laki-Jlaki 22 orang
dan perempuan 17
7. | Tujuan Sub orang
Kegiatan: 3. Perusahaan
Optimalisasi Daerah Savitri
pengelolaan BUMD indah dengan
jumiah pegawai 14
8. | Sasaran: orang, terdiri dari
Masyarakat lakilaki 6 orang
Kabupaten Blitar dan perempuan B8
orang.




GENDER BUDGET STATEMENT (GBS) TA. 2023
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

=

PERANGKAT Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar

DAERAH
TAHUN 2023
ANGGARAN
PROGRAM/ Program : Perekonomian dan pembangunan
KEGIATAN/
SUBKEGIATAN/ | Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
TUJUAN
SUBKEGIATAN/ | Sub Kegiatan  : Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi
INDIKATOR/ Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
SASARAN
Tujuan : Optimalisasi pengelolaan BUMD
Indikator :Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi,
Subkegiatan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD
dan BLUD
Sasaran : Masyarakat Kabupaten Blitar
KODE SUB 4.01.03.2.01.01
KEGIATAN
ANALISIS SITUASI Data Pembuka Wawasan:
Dasar Hukum:

1. Perda No.2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kab.Blitar 2021-2026

2. Keputusan Mendagri Nomor 050-370 Tahun 2020 tentang Hasil
Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
yang terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
90 Tahun 2019 tentangKlasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Membawahi 3 Badan Usaha Milik Daerah:
1. PDAM Kabupaten Blitar dengan jumlah pegawai 104 orang,
terdiri dari laki-laki 75 orang dan perempuan 29 orang
2. PT BPR Hambangun Artha Selaras dengan jumlah pegawai 39
orang, terdiri dari laki-laki 22 orang dan perempuan 17 orang
3. Perusahaan Daerah Savitri Indah dengan jumlah pegawai 14
orang, terdiri dari laki-laki 6 orang dan perempuan 8 orang.

Faktor Kesenjangan Gender:

1. Akses:
Proses rekruit mendan lelang jabatan pegawai pada BUMD
terbuka dan transparan

2. Partisipasi:
Perempuan dan penyandang disabilitas yang direkrut sebagai
pegawai pada BUMD maupun yang mengikuti lelang jabatan

3. Kontrol:

4. Manfaat:

Setiap orang yang memenuhi persyaratan, baik laki-laki maupun
perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi
pegawai BUMD dan menduduki jabatan strategis perusahaan.

[ Dipindai dengan CamScanner



" Sebab Kesenjangan Gender:

¢ Intemal:

- Jabatan strategis pada perusahaan/ BUMD lebih dominan
dijabat oleh laki-laki

- Persepsi bahwa laki-laki lebih mampu menguasai pekerjaan
(terutama pekerjaan lapangan) dibandingkan perempuan

o Ekstemnal: Belum menerapkan kebijakan yang responsive gender
saat perekrutan pegawai BUMD

CAPAIAN SUB Tolak Ukur : Tujuan Subkegiatan yang telah direformasi
KEGIATAN Optimalisasi pengelolaan BUMD dengan menerapkan kebijakan yang
responsive gender sehingga dapat memberikan kesempatan yang sama
baik bagi laki-laki maupun perempuan
Indikator dan Target Kinerja
e Output Subkegiatan: Jumlah dokumen kebijakan perekonomian
yang tersusun
e Outcome Subkegiatan: Persentase tingkat capaian kinerja
kegiatan pada program Perekonomian dan Pembangunan
JUMLAH Rp 583.878.000
ANGGARAN SUB
KEGIATAN
RENCANA AKSI Aktivitas Seksi | Proses Rekrutmen melalui Panitia Seleksi Calon

Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi

Masukan/ Rp 200.000.000

Input

Keluaran/ Adanya kesempatan yang sama bagi laki-aki maupun
Ouput perempuan yang memenuhi syarat untuk menduduki

jabatan strategis di perusahaan

Hasil/ Rekrutmen Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi BUMD
Outcome yang responsif gender

Dipindai dengan CamScanner




Nama OPD
Tahun

TERM OF REFERENCE (TOR) APBD TA. 2023
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

:Sekretariat Daerah KabupatenBlitar
: 2023

1.

PROGRAM

Perekonomian dan Pembangunan

SASARAN PROGRAM

Persentase tingkat capaian kinerja kegiatan pada program
Perekonomian dan Pembangunan

KEGIATAN

Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian

SUB KEGIATAN

Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan
Pengelolaan BUMD dan BLUD

LATAR
BELAKANG

DASAR
HUKUM

1.Perda No. 2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kab Blitar

Tahun 2021-2026

2. Keputusan Mendagri Nomor 050-370 Tahun 2020
tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah yang terdapat
pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah

GAMBARAN
UMUM

Membawahi 3 Badan Usaha Milik Daerah:

1. PDAM Kabupaten Blitar dengan jumiah pegawai 104
orang, terdiri dari laki-laki 75 orang dan perempuan 29
orang

2. PT BPR Hambangun Artha Selaras dengan jumiah

pegawai 39 orang, terdiri dari laki-laki 22 orang dan
perempuan 17 orang

3. Perusahaan Daerah Savitri Indah dengan jumlah pegawai

14 orang, terdiri dari laki-laki 6 orang dan perempuan 8
orang.

Akses:
Proses rekruit mendan lelang jabatan pegawai pada BUMD
terbuka dan transparan

Partisipasi:

Perempuan dan penyandang disabilitas yang direkrut
sebagai pegawai pada BUMD maupun yang mengikuti lelang
jabatan

Kontrol:

Manfaat:

Setiap orang yang memenuhi persyaratan, baik laki-laki
maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk
menjadi pegawai BUMD dan menduduki jabatan strategis
perusahaan.

AKTIVITAS

URAIAN
AKTIVITAS

Proses rekrutmen melalui Panitia Seleksi Calon
Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi BUMD
Kabupaten Blitar yaitu Perusahaan Daerah Savitri
Indah dan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten

Blitar

Dipindai dengan CamScanner




INDIKATOR
KINERJA

Indikator Subkegiatan:

Jumiah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring
dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD

Target Kinerja:
Rekrutmen Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi BUMD
yang responsif gender

BATASAN
SUB

KEGIATAN

Seleksi Calon Komisaris/ Dewan Pengawas dan Direksi
BUMDKabupaten Blitar yaitu Perusahaan Daerah
Savitri Indah dan Perusahaan Daerah Air Minum
Kabupaten Blitar

MAKSUD DAN TUJUAN

Optimalisasi pengelolaan BUMD dengan menerapkan
kebijakan yang responsive gender sehingga dapat
memberikan kesempatan yang sama baik bagi laki-laki
maupun perempuan

CARA PELAKSANAAN
SUBKEGIATAN

Swakelola

WAKTU, TEMPAT
PELAKSANAAN DAN STRATEGI
INTEGRASI GENDER PER
AKTIVITAS

Proses Rekrutmen melalui Panitia Seleksi Calon
Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi

Integrasi Gender : Menerima pendaftaran dengan
mempertimbangkan keseimbangan
gender

Anggaran : Rp 200.000.000

Tempat . Kabupaten Blitar

Waktu * Triwulan Il dan Triwulan Il

Peserta . Masyarakat Kabupaten Blitar

Pelaksana . Bagian Perekonomian

Aktivitas : Rp 383.878.000
Pendukung

10.

PELAKSANA DAN
PENANGGUNG JAWAB SUB

KEGIATAN

Kepala Bagian Perekonomian

1.

JADWAL

Januari - Desember 2023

12.

BIAYA

Rp 583.878.000

Dipindai dengan CamScanner




GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) TAHUN ANGGARAN 2023
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah & Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9
Isu Gender Kebljaka
No. | Kebijakan/Program/ Data it ) lJakan dan Rencana Kedepan Pengukuran Hasll
agistan Hsesio e Kensntanoen || Nesngangm | Pemmoiat | ey Indikator Kinerja
angen Internal Eksternal juan (Base-line)
1 2 3 4 5 ] ' 8 8
1. | Visi Bupati Blitar: 1. Dasar Hukum: Akses: « ASN di Bagian Belum Adanya  peran | 1.Pembekalan Data jumiah ASN | Output
Terwujudnya - Perda No.2 Selama ini |  Administrasi tersedianya | ASN perempuan | kepada ASN |dan Non ASN di | (Indikator
Kabupaten Blitar Tahun 2021 pelaksana Pembangunan ASN yang | di Bagian | Perempuan Bagian Administrasi | Program):
Yang Mandiri dan tentang RPJMD | monev di mayoritas membidangi | Administrasi yang ada di | Pembangunan, Persentase tingkat
Sejahtera Kab.Blitar 2021- | Bagian adalah laki-laki kegiatan Pembangunan Bagian yaitu: capaian kinerja
Berlandaskan Akhlak 2026 Administrasi » Keterbatasan Monev (ASN | dalam setiap | Administrasi 1. Lakidaki kegiatan pada
Mulia (Baldatun, - Keputusan Pembangunan kendaraan lulusan kegiatan Monev Pembangunan sejumiah Prgram
Thoyyibatun, Mendagri masih dilkuti | operasional Sarjana Pembangunan terkait kegiatan 5 orang (ASN 4 B
Warobbun Ghoffur) Nomor 050-370 | oleh tenaga | yang memadai Teknik Sipi) monev orang dan THL | Ferekonomian dan
Tahun 2020 ASN  laki-laki Selama ini pembangunan 1 orang) Pembangunan
2. | Mendukung Misl 3 tentang Hasil untuk titik yang mampu 2.Pengadaan 2. Perempuan (100%)
RPJMD: Verifikasi dan pembangunan mengikuti ASN yang sejumiah
Pen i Validasi dengan akses kegiatan membidangi 3 orang ASN Output
Kinerja Pemerintah Pemutakhiran jalan yang monev (ASN dengan (Indikator
Yang Akuntabel, Klasifikasi, sulit. pembangun Sarjana Teknik Keglatan):
Inovatif dan Kodefikasi dan an hanya Sipil) Persentase
Berintegritas Nomenklatur Partisipasi: ASN laki-laki 3. Permohonan pengendalian,
Perencanaan Selama ini dan THL pengadaan evaluasi, dan
3. | Kebljakan: Pembangunan | yang memilik yang kendaraan pelaporan
Meningkatnya kinerja dan Keuangan kemampuan notabene operasional pelaksanaan
Penyelenggara Daerah yang untuk lulusan untuk pem
urusan bidang terdapat pada melakukan Teknik Sipil mendukung (100%)
koordinasi bidang Peraturan monev kegiatan monev
adminstrasi Menteri Dalam | mayoritas di wilayah Output
Negeri Nomor tenaga ASN dengan akses (Indikator
4. | Program: 80 Tahun 2019 | Laki-laki jalan yang sulit Subkeglatan):
Perekonomian Dan tentangKlasifika dilalui Jumilah Laporan
Pembangunan si, Kodefikasi, Kontrol : - Hasil Pengelolaan
dan Evaluasi dan
Nomenklatur Pelaporan
Perencanaan Bl .
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Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah & .'l Langkah 7 Langkah B \ Langkan S \
Dat Isu Gender Kebljakan dan Rencana Kedepan Peangukuran Hasil \
MO, | KebiikaniProgram Pembuka Sebab Sebab =Frgm— e o
Kegiatan Faktor rmu \
Wowssh | ouenjangan | Keperiengen | Kesonsngan | “Tujuan | RencantA | gasedns | MR
1 2 3 4 5 6 7 8 9

5. | Kegiatan: Pembangunan Pembangunan (1
Pelaksanaan dan Keuangan Manfaat : dokumen laporan)
Kebijakan Daerah Peranan dari
Perekonomian kegiatan indikator Kinerja

. Jumlah ASN di | monev Aktivitas:

6. | Subkegiatan: Bagian pembangunan e ASN
Pengelolaan Administrasi ini masih Perempuan  di
Evaluasi dan Pembangunan: | dirasakan oleh Bagian
Pelaporan e Laki-laki ada | ASN Laki-laki Administrasi
Pelaksanaan 5 orang saja. Pembangunan
Pembangunan « Perempuan mampu

ada 3 orang mengikuti

7. | Tujuan monav
Subkegiatan: . Jumilah Non mbangunan
Meningkatnya ASN (THL) ﬁk
Efisiensi dan di Bagian + Tersedianya
Efektifitas Kinerja Administrasi b e
Penyelengga Pembangunan: memkideng!
UrusanLingkup » Laki-laki ada RGNS SO
Koordinasi 1 orang « Tersedianya
Perekonomian dan « Perempuan ORran
F'Bl'ﬂ'hﬂﬁgunﬂn 0 monev yang

memadai
B. | Sasaran: . Kegiatan Monev
:ﬁ"id' Bﬂﬂ'lﬂ" dilakukan pada
ministras
pembangunan
PETDEDgUen fisik di Wilayah
Kabupaten
Blitar yang
terkadang sulit
dijangkau
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GENDER BUDGET STATEMENT (GBS) TA. 2023
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

PERANGKAT Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar
DAERAH
TAHUN ANGGARAN | 2023

PROGRAM/ Program + Perekonomian Dan Pembangunan
KEGIATAN/
SUBKEGIATAN/ Kegiatan * Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian

TUJUAN |
SUBKEGIATAN/ Subkegiatan : Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan

INDIKATOR/ Pembangunan
SASARAN

Tujuan : Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas Kinerja
Penyelenggaran Urusan di Lingkup Koordinasi
Perekonomian dan Pembangunan

Indikator - Jumlah Dokumen Pengelolaan Evaluasi dan
Subkegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

Sasaran - ASN di Bagian Administrasi Pembangunan

KODE SUB 4.01.03.2.02.003
KEGIATAN
ANALISIS SITUASI Data Pembuka Wawasan:
Dasar Hukum:
1. Perda No.2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kab.Blitar 2021-2026
2. Keputusan Mendagri Nomor 050-370 Tahun 2020 tentang Hasil
Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
yang terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
90 Tahun 2019 tentangKlasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Jumlah ASN di Bagian Administrasi Pembangunan:
e Laki-laki ada 5 orang
e Perempuan ada 3 orang

Jumlah Non ASN (THL) di Bagian Administrasi Pembangunan:
e Laki-laki ada 1 orang
e Perempuan 0

Kegiatan Monev dilakukan pada pembangunan fisik di Wilayah Kabupaten
Blitar yang terkadang sulit dijangkau

Faktor Kesenjangan Gender:
1. Akses:
Selama ini pelaksana monev di Bagian Administrasi Pembangunan
masih diikuti oleh tenaga ASN laki-laki untuk titik pembangunan
dengan akses jalan yang sulit.
2. Partisipasi:
Selama ini yang memilik kemampuan untuk melakukan monev
mayoritas tenaga ASN Laki-laki
3. Kontrol: -
4, Manfaat:
Peranan dari kegiatan monev pembangunan ini masih dirasakan

oleh ASN Laki-laki

———
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Sebab Kesenjangan Gender:
¢ |nternal:

- ASN di Bagian Administrasi Pembangunan mayoritas adalah laki-
|laki

- Keterbatasan kendaraan operasional yang memadai
o Eksternal:
- Belum tersedianya ASN yang membidangikegiatan Monev (ASN
lulusan Sarjana Teknik Sipil)
- Selama ini yang mampu mengikuti kegiatan monev pembangunan
hanya ASN laki-laki dan THL yang notabene lulusan Teknik Sipil

“CAPAIAN SUB
KEGIATAN

Tolak Ukur : Tujuan Subkegiatan yang telah direformasi
Adanya peran ASN perempuan di Bagian Administrasi Pembangunan
dalam setiap kegiatan Monev Pembangunan

Indikator dan Target Kinerja

¢ Output Subkegiatan: Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi
dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (1 dokumen laporan)

o Outcome Subkegiatan: Tersedianya ASN yang membidangi
kegiatan monev dan ASN Perempuan di Bagian Administrasi
Pembangunan mampu mengikuti monev pembangunan fisik

JUMLAH
ANGGARAN
SUBKEGIATAN

Rp 159.599.000

RENCANA AKSI

Aktivitas Seksi Monitoring Evaluasi Pembangunan Fisik di
Kabupaten Blitar

Masukan/ Rp. 159.599.000
Input

Keluaran/ Terlaksananya monitoring dan evaluasi
Ouput pembangunan fisik di Kabupaten Blitar

Hasil/ Terlibatnya ASN perempuan dalam monitoring dan
Outcome evaluasi pekerjaan fisik di Kabupaten Blitar

[ Dipindai dengan CamScanner




TERM OF REFERENCE (TOR) APBD TA. 2023
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

Nama OPD : Sekretariat Daerah KabupatenBlitar
Tahun : 2023
1. | PROGRAM Perekonomian Dan Pembangunan
2. | SASARAN PROGRAM Persentase pengendalian, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan pembangunan (100%)
3. | KEGIATAN Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
4. | SUB KEGIATAN Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan
Pembangunan
5 | LATAR DASAR 1. Perda No. 2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kab Blitar
BELAKANG HUKUM Tahun 2021-2026

2. Keputusan Mendagri Nomor 050-370 Tahun 2020
tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran
Klasifikasi,  Kodefikasi dan  Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
yang terdapat pada Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah

GAMBARAN | Jumlah ASN di Bagian Administrasi Pembangunan:
UMUM e Laki-laki ada 5 orang
e Perempuan ada 3 orang

Jumlah Non ASN (THL) di Bagian Administrasi
Pembangunan:

o Laki-laki ada 1 orang

e Perempuan (0

Kegiatan Monev dilakukan pada pembangunan fisik di
Wilayah Kabupaten Blitar yang terkadang sulit
dijangkau

Akses:

Selama ini pelaksana monev di Bagian Administrasi
Pembangunan masih diikuti oleh tenaga ASN laki-laki
untuk titik pembangunandengan akses jalan yang

sulit.

Partisipasi: Selama ini yang memilik kemampuan
untuk melakukan monev mayoritas tenaga ASN Laki-
laki

Kontrol : -
Manfaat :

Peranan dari kegiatan monev pembangunan ini masih
dirasakan oleh ASN Laki-laki saja.

6. | AKTIVITAS URAIAN 1. Menentukan titik-titik lokasi monev dengan dasar
AKTIVITAS data dari OPD-OPD yang menjalankan aktivitas
pembangunan fisik

2. Melakukan koordinasi dengan TIM Monev rekanan
untuk meminta pendampingan saat monev di

beberapa titik
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3. Membekali ASN dan Non ASN di Bagian
Administrasi Pembangunan terkait SOP Monev

4. Meninjau lokasi monev baik dengan didampingi
TIM Monev rekanan maupun monev dari Bagian
Administrasi Pembangunan

5. Menyajikan informasi dari kegiatan monev yang
telah dilakakukan dalam bentuk laporan

6. Mencocokan dan membandingkan antara laporan
dari rakanan tim monev dengan laporan dari
bagian administrasi pembangunan

7. Laporan yang disajikan oleh tim monev rekanan
dijadikan sebagai indikator/output dari sub
kegiatan dan laporan dari rekan bagian
Administrasi Pembangunan dijadikan bahan
penyusunan surat pertanggungjawaban.

INDIKATOR Indikator Subkegiatan:
KINERJA Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan
Pelaporan Pelaksanaan
Target Kinerja:
o Perempuan di Bagian Administrasi Pembangunan
mampu mengikuti monev pembangunan fisik
e Tersedianya ASN yang membidangi kegiatan
monev
o Tersedianya kendaraan monev yang memadai
BATASAN Assesment Lapangan
SUB
KEGIATAN
7. | MAKSUD DAN TUJUAN Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas Kinerja
Penyelenggaran Urusan di Lingkup Koordinasi
Perekonomian dan Pembangunan
8. | CARA PELAKSANAAN Swakelola
SUBKEGIATAN
9. | WAKTU, TEMPAT Monitoring Evaluasi Pembangunan Fisik di
PELAKSANAAN DAN STRATEG! | Kabupaten Blitar
INTEGRASI GENDER PER
AKTIVITAS Integrasi Gender : Petugas monev pembangunan
fisik mempertimbangkan
keseimbangan gender
Anggaran : Rp. 159.599.000
Tempat : Wiayah Kabupaten Blitar
Waktu . Triwulan I-IV
Peserta : ASN dan non ASN (THL)
Bagian Administrasi
Pembangunan
Pelaksana . Bagian Administrasi
Pembangunan
10. | PELAKSANA DAN Kepala Bagian Bagian Administrasi Pembangunan
PENANGGUNG JAWAB SUB
KEGIATAN
11. | JADWAL Januari - Desember 2023
12. | BIAYA Rp. 159.599.000
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GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) TAHUN ANGGARAN 2023 - R E——
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah7 | Langkah8 | Langkah9 |
Isu Gender Kebijakan dan Rencana Kedepan Pengukuran Hasil
No. | Kebijakan/Program/ Data
Sebab Sebab Reformulasi
Kegiatan Fambuka Wawsean = IF!'HTI‘:: . | Kesenjangan | Kesenjangan | Tujuan Sub Rencana Aksi {Dnhﬂ TI::} I:L":nt.:r
e Internal Eksternal Kegiatan
1 2 3 4 5 6 T 8 9
1. | Visl Bupati Biitar:  |1. Dasar Hukum: Akses : Personel yang | Tidak terdapat | Pendampingan . Mengadakan . Pembentukan | Outcome
Terwujudnya - Perda No 2 Tugas utama ditugaskan faktor dan advokasi Bimbingan tim (Indikator
Kabupaten Blitar Tahun 2021 dalam dalam kesenjangan terhadap proses Teknis terkait pendamping Program):
Yang Mandiri dan tentang RPJMD melaksakan pendampingan | Eksternal pengadaan tugas pokok dan | dari staf PBJ Persentase
Sejahtera Kab Blitar Tahun | tujuan organisasi | pengadaan barang dan jasa, fungsi PBJ agar dengan tingkat capaian
Berlandaskan Akhlak 2021-2026. dilakukan secara | kebanyakan baik bagi meningkatkan memperhitug kinerja kegiatan
Mulia (Baldatun, Kepmendagri No. | bersama baik laki-laki OPD/SKPD atau kompetensi SDM | kan jumiah pada Program
Thoyyibatun, 050-370 Tahun personel Laki-laki | dikarenakan penyedia PBJ pada personel Perekonomian
Warobbun Ghoffur) 2020 tentang ataupun jumiah personel dilaksanakan tingkatan sama sehingga dan
Hasil Verifikasi perempuan dalm | laki-laki lebih dengan dasar dalam satu tim | Pembangunan
2. | Mendukung Misi 3 dan Validasi satu kegiatan banyak dari pembentukan tim |2. Memasukkan dapat (100%)
RPJMD: Pemutakhiran sehingga jumiah pendamping indeks seimbang dan
Pengoptimalan Klasifikasi, memunculkan perempuan proporsi jumiah pengadaan memiliki Output
Kinerja Pemerintah Kodefikasi dan manfaat bagi staf laki-laki dan barang dan jasa tupoksi yang (Indikator
Yang Akuntabel, Nomenklatur seluruh elemen perempuan dalam | dalam sasaran sama Kegiatan):
Inovatif dan Perencanaan tanpa adanya satu tim secara pembangunan Meningkatkan
Berintegritas Pembangunan perbedaan jenis imbang yang daerah - Pelaksanaan kinerja kegiatan
dan Keuangan kelamin akhimya pendampingan | pada Program
3. | Kebiljakan: Daerah yang membentuk - Melaksanakan terhadap Pembinaan dan
Meningkatnya terdapat pada Partisipasl : responsif gender. pendampingan OPD/SKPD advokasi.
efisiensi dan Peraturan Jumiah Laki-laki pada penyedia dalam
efektivitas kinerja Menteri Dalam lebih banyak untuk pelaksanaan Qutput
penyelenggara Negeri Nomor 80 | sehingga tugas meningkatkan proses (Indikator
urusan lingkup Tahun 2019 kegiatan kualitas serta pengadaan Subkegiatan):
koordinasi dan tentang pendampingan kefahaman pada | pada semua Jumiah crang
kebijakan Klasifikasi, dan fasilitasi setiap proses tahapan yang mengkuti
pembangunan Kodefikasi, dan OPD/SKPD lebih yang diluncurkan pembinaan dan
Nomenklatur banyak peran advokasi
Perencanaan laki-laki. pengadaan
Pembangunan harana dan iasa _
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| Langkah 1

Langkah 2 | Langkah 3

— e e

Langkah4 | Langkah5 Langkah® | Langkah7 Langkah® | Langkah® |\
Isu Gender Kebijakan dan Rencana Kedepan Pengukuran Hasil |
Kebljakan/Program/ Data a
Kegiatan Pembuka Wawasan Faktor Sebab Sebab Reformulasi Database Indikator
Kesenjangan Kesenjangan | Kesenjangan | Tujuan Sub Rencana Aksi (Base-line) Kinerja
Internal Eksternal Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 ) 9
Program: dan Keuangan Kontrol : 86 orang
Perekonomian dan Daerah Dalam Proses
pembangunan Peningkatan Indikator Kinerja
2. Fasilitasi dan | Kompetensi SDM Aktifitas:
Kegiatan: pendampingan PBJ Wanita lebih - ASN laki-laki dan
Pengelolaan terhadap teliti dan turut aktif perempuan lebih
Pengadaan Barang OPD/SKPD atau | terkait kegiatan turut aktif dalam
dan Jasa penyedia bimbingan teknis peningkatan
materi PBJ. kompetensi SDM
Subkegiatan: 3. Pembinaan PB..
Pembinaan dan terhadap staff PBJ | Manfaat : - ASN di bagian
Advokasi Pengadaan dalam Pendampingan Pengadaan
Barang dan Jasa meningkatian terhadap Barang dan jasa
kapasitas SDM | OPD/SKPD mengikut
Tujuan PBJ memberikan bimbingan dan
Subkegiatan: dampak pendampingan
Pendampingan dan 4. Jumlah karyawan pengetahuan kompetensi SDM
advokasi terhadap total 25 Dengan | pada personel
proses pengadaan rincian: OPD/SKPD
barang dan jasa, Laki-laki =15 tersebut dalam
baik bagi OPD/SKPD Perempuan = 10 melaksanakan
atau penyedia. tujuan organisasi
= 5. Persentase me
Yy perempuan yang
Pejabat ditugaskan dalam
Pengadaan,Pokja pendampingan
fjasa di
OPDI/SKPD sudah
proporsional  jika
dibandingkan

Jumlah personel
BPBJ (15 laki-laki
dan 8 perempuan )
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GENDER BUDGET STATEMENT (GBS) TA. 2023
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

PERANGKAT Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar

DAERAH

TAHUN 2023

ANGGARAN

PROGRAM/ Program : Perekonomian dan pembangunan
KEGIATAN/

SUBKEGIATAN/ | Kegiatan : Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
TUJUAN

SUBKEGIATAN/ | SybKegiatan  : Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan
INDIKATOR/ Jasa

SASARAN
Tujuan : Pendampingan dan advokasi terhadap proses
pengadaan barang dan jasa, baik bagi OPD/SKPD
atau Penyedia Jasa
Indikator : Jumlah orang yang mengkuti pembinaan dan advokasi
Subkegiatan pengadaan barang dan jasa
Sasaran : Pejabat Pengadaan,Pokja Pemilihan, PPK, Penyedia
Jasa
KODE SUB 4.01.03.2.03.03
KEGIATAN
ANALISIS SITUASI| Data Pembuka Wawasan:
Dasar Hukum:

1. Perda No.2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kab.Blitar 2021-2026

2. Keputusan Mendagri Nomor 050-370 Tahun 2020 tentang Hasil
Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
yang terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
90 Tahun 2019 tentangKlasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Jumlah ASN dan Non ASN (THL) di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa:
laki-laki ada 15 orang dan perempuan ada 10 orang

Persentase perempuan yang ditugaskan dalam pendampingan pengadaan
barang dan jasa di OPD/SKPD sudah proporsional jika dibandingkan
Jumlah personil BPBJ (15 laki-laki dan 10 perempuan)

Faktor Kesenjangan Gender:

1. Akses:
Tugas utama dalam melaksakan tujuan organisasi dilakukan secara
bersama baik personel Laki-laki ataupun perempuan dalm satu
kegiatan sehingga memunculkan manfaat bagi seluruh elemen
tanpa adanya perbedaan jenis kelamin

2. Partisipasi:
Jumlah Laki-laki lebih banyak sehingga tugas kegiatan
pendampingan dan fasilitasi OPD/SKPD lebih banyak peran laki-
laki,

3. Kontrol:
Dalam Proses Peningkatan Kompetensi SDM PBJ Perempuan
lebih teliti dan turut aktif terkait kegiatan bimbingan teknis materi

PBJ.
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4 M;ﬁfaat: ]

Pendampingan terhadap OPD/SKPD memberikan dampak

pengetahuan pada personel OPD/SKPD tersebut dalam
melaksanakan tujuan organisasi mereka

Sebab Kesenjangan Gender:

o |Intemal: ASN di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sudah
proporsonal jumlahnya

o Eksternal: Tidak terdapat faktor kesenjangan Eksternal

CAPAIAN SUB
KEGIATAN

Tolak Ukur : Tujuan Subkegiatan yang telah direformasi

Pendampingan dan advokasi terhadap proses pengadaan barang dan jasa,
baik bagi OPD/SKPD atau penyedia dilaksanakan dengan dasar
pembentukan tim pendamping proporsi jumlah staf laki-laki dan perempuan
dalam satu tim secara imbang yang akhirnya membentuk responsif gender.

Indikator dan Target Kinerja
e Output Subkegiatan: Jumlah orang yang mengikuti pembinaan dan
advokasi pengadaan barang dan jasa 86 orang
e Outcome Subkegiatan: Presentase tingkat capaian kinerja kegiatan
pada Prgram Perekonomian dan Pembangunan (100%)

JUMLAH
ANGGARAN SUB
KEGIATAN

Rp 423.538.000

RENCANA AKSI

—

Aktivitas Seksi Bimbingan Teknis Terkait Tugas Pokok dan Fungsi

PBJ

Masukan/
Input

Rp 11.450.000

Keluaran/
Ouput

- ASN laki-laki dan perempuan lebih turut aktif dalam
peningkatan kompetensi SDM PBJ

- ASN di bagian Pengadaan Barang dan jasa mengikut
bimbingan dan pendampingan kompetensi SDM

Hasil/
OQOutcome

Jumlah orang yang mengkuti pembinaan dan advokasi
pengadaan barang dan jasa 86 orang
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Nama OPD

Tahun

TERM OF REFERENCE (TOR) APBD TA. 2023
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

: 2023

:Sekretariat Daerah KabupatenBlitar

}

PROGRAM

Perekonomian dan Pembangunan

2.

SASARAN PROGRAM

Presentase tingkat capaan kinerja pada program
perekonomian dan pembangunan

KEGIATAN

Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

SUB KEGIATAN

Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang

LATAR DASAR
BELAKANG HUKUM

1.Perda No. 2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kab Blitar
Tahun 2021-2026

2. Keputusan Mendagri Nomor 050-370 Tahun 2020
tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah yang terdapat
pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah

GAMBARAN
UMUM

Fasilitasi dan pendampingan terhadap OPD/SKPD atau
penyedia

Pembinaan terhadap staff PBJ dalam meningkatkan
kapasitas SDM PBJ

Jumlah karyawan total 25 Dengan rincian :
Laki-laki =15
Perempuan = 10

Persentase perempuan yang ditugaskan dalam
pendampingan pengadaan barang /jasa di OPD/SKPD
sudah proporsional jika dibandingkan Jumlah personel
BPBJ (15 laki-laki dan 8 perempuan )

Akses :

Tugas utama dalam melaksakan tujuan organisasi
dilakukan secara bersama baik personel Laki-laki
ataupun perempuan dalm satu kegiatan sehingga
memunculkan manfaat bagi seluruh elemen tanpa
adanya perbedaan jenis kelamin

Partisipasi :

Jumlah Laki-laki lebih banyak sehingga tugas kegiatan
pendampingan dan fasilitasi OPD/SKPD lebih banyak
peran laki-laki.

Kontrol : ,
Dalam Proses Peningkatan Kompetensi SDM PBJ
Wanita lebih teliti dan turut aktif terkait kegiatan
bimbingan teknis materi PBJ.
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Manfaat :
Pendampingan terhadap OPD/SKPD memberikan

dampak pengetahuan pada personel OPD/SKPD
tersebut dalam melaksanakan tujuan organisasi mereka

AKTIVITAS URAIAN
AKTIVITAS

1. Melaksanakan pembinaan bagi para pelaku
pengadaan barang/jasa pemerintah, terutama para
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan personel
Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

2. Melaksanakan pembinaan bagi para pelaku
pengadaan barang/jasa pemerintah, terutama para
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan personel
Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

INDIKATOR
KINERJA

Indikator Subkegiatan:
Jumlah orang yang mengikuti pembinaan dan
advokasi pengadaan barang dan jasa sebanyak
86 orang

Target Kinerja:

- ASN laki-laki dan perempuan lebih turut aktif
dalam peningkatan kompetensi SDM PBJ
sebagai bentuk pemenuhan tugas pokok dan
fungsi organisasi

- Dalam pemenuhan kebutuhan pengembangan
SDM PBJ, setiap ASN PBJ memiliki hak dan
kewajiban yang sama dalam kegiatan bimbingan
teknis maupun pendampingan kompetensi

BATASAN
SUB
KEGIATAN

1. Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM PBJ
dan Pelaku PBJ lain

2. FGD menyamakan persepsi antar personil PBJ dan
Pelaku PBJ lain

3. Seminar atau Webinar Pengelolaan dan
Pemanfaatan Aplikasi Baru PBJ

MAKSUD DAN TUJUAN

Meningkatnya capaian kinerja kegiatan pada program
perekonomian dan pembangunan

CARA PELAKSANAAN
SUBKEGIATAN

Swakelola

WAKTU, TEMPAT
PELAKSANAAN DAN STRATEGI
INTEGRASI GENDER PER
AKTIVITAS

1. Pendampingan Pengisian RUP

Integrasi Gender . Undangan peserta pendampingan
pengisian RUP mempertimbangkan

keseimbangan gender

Anggaran : Rp. 10.000.000

Tempat : Ruang Rapat Candi Penataran
Kantor Sekretariat Daerah Kab.
Blitar

Wakiu : Triwulan | dan IV

Peserta . Seluruh Kepala OPD se Kabupaten -
Blitar

Pelaksana : Bagian Pengadaan Barang dan
Jasa
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2, FGD Implementasi Katalog Elektronik Lokal
Kabupaten Blitar

Integrasi Gender : Undangan peserta FGD
mempertimbangkan keseimbangan

gender
Anggaran . Rp 1.450.000
Tempat : Pendopo Ronggo Hadi Negoro
Waktu : Triwulan |
Peserta : Seluruh Kepala OPD se Kabupaten
Blitar
Pelaksana : Bagian Pengadaan Barang dan
Jasa
Aktivitas : Rp 412.088.000
Pendukung
10. | PELAKSANA DAN Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
PENANGGUNG JAWAB SUB
KEGIATAN
11. | JADWAL Januari - Desember 2023
' 12. | BIAYA Rp 423.538.000

Blitar, 23 Pebruari 2023
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